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MOTTO

“If you don’t get out the box you 've been raised in, you won 't understand how
much bigger the world is”

“Jika kamu tidak pernah keluar dari kotak dimana kamu dibesarkan, maka kamu

tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia itu””

(Angelina Jolie)

* Angelina Jolie, 2016, Brainy Quotes diakses melalui
https://www.brainyguote.com/quotes/angelina _jolie 644397 diakses pada 1 Juli 2019 pukul 18.32
wIB
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RINGKASAN

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan dasar hukum dari
Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan suatu hak atas tanah yang lazim
digunakan sebagai jaminan kredit di Indonesa. Namun dalam praktiknya di
Indonesia, seringkali dijumpal kerancuan pemahaman (salah menerapkan hukum)
tentang pendaftaran objek Hak Tanggungan pada kantor pertanahan sehingga hal
ini seringkali memicu sengketa antara kreditur dan debitur. Terkait dengan uraian
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum
pada peralihan Hak Tanggungan dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK TANGGUNGAN PT. ALDY WIJAYA YANG BERADA
PADA PENGUASAAN PIHAK KETIGA (Andlisa Putusan Nomor
27/Pdt.G/2017/PN.Byw)”

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah aset Perseroan Terbatas (PT)
dapat dijadikan jaminan kredit secara pribadi oleh Direktur PT, apakah Hak
Tanggungan yang beralih dalam penguasaan pihak ketiga sebelum terjadi pelunasan
utang merupakan perbuatan melawan hukum dan apa pertimbangan hukum hakim
dalam perkaranomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang mengabul kan sebagian gugatan
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan skrips
ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagal salah satu persyaratan
yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program
Studi 1lmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk memberikan
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian meliputi tipe
penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statuse approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan
hukum deduktif, dari bahan hukum yang bersifat umum mengerucut kepada bahan
hukum yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan
pengertian-pengertian yuridisyang meliputi: Pertamayaitu mengenai perlindungan
hukum, Pengertian perlindungan hukum dan macam-macam perlindungan hukum,
pengertian ini dikutip oleh penulisdari beberapa sumber bacaan maupun perundang
— undangan yang ada di Indonesa. Kedua mengena perjanjian, pengertian
perjanjian, asas-asas perjanjian dan macam — macam perjanjian yang dikutip oleh
penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang — undangan yang ada di
Indonesia. Ketiga mengenai perseroan terbatas, pengertian perseroan terbatas dan
ruang lingkup perseroan terbatas yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber
bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keempat mengenai
hak tanggungan, pengertian hak tanggungan dan subjek dan objek hak tanggungan
yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang —
undangan yang ada di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah aset dari sebuah PT tidak dapat digunakan
oleh direks PT sebagai jaminan atas suatu utang pribadi dan Hak Tanggungan tidak
dapat beralih kepada kreditur lain atau pihak ketiga tanpa adanya sebab-sebab yang
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telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang Pertama, perbuatan direktur
PT menggunakan aset PT sebaga jaminan dalam perjanjian utang-piutang secara
pribadi adalah salah dan tidak dapat dilakukan. Kedua, perbuatan direktur PT
menggunakan aset PT sebagal jaminan dalam perjanjian utang-piutang secara
pribadi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ketiga, putusan hakim dalam
putusan nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw adalah tidak tepat karena bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana suatu hakim
sama sekali tidak menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, hendaknya suatu utang
yang dijamin dengan Hak Tanggungan di daftarkan terlebih dahulu pada kantor
pertanahan agar mempunyai perlindungan hukum. Seharusnya hakim lebih teliti
lagi dalam memutus perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw sehingga sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hendaknya hakim
lebih teliti dalam memutus suatu perkara agar menjadi sebuah putusan yang
berkepastian, berkeadilan dan mempunyai kemanfaatan.
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-bendalain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan utama kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang di utamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur- kreditur lain. Berdasarkan pengertian di atas
maka pemegang hak tanggungan memiliki hak preferensi (Droit de preference)
yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang

terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas.t

Jaminan merupakan unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperolen keyakinan atas kemampuan debitur
mengembalikan utangnya, jaminan hanya dapat berupa barang atau hak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Penyebutan jaminan yang diikat dengan
benda tertentu yang diperjanjikan antara kreditur dengan debitur dan atau pihak
ketiga, dapat dipahami sebagai konsekuens logis atas adanya jaminan kebendaan
dan jaminan perorangan.? Pada umumnya lembaga perkreditan atau Bank tidak

akan memberikan fasilitas kredit kepada siapapun tanpa jaminan.

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang berbunyi
“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Berdasarkan

! Frieda Husni Hasbullah, 2010, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi
Jaminan,Jakarta, Ind.Hill Co, him.17

2 Herowati Poesoko, 2007, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik,
Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Y ogyakarta, Laksbang Pressindo, him.33

3 T. Hazwan Syahri Harumy, researchgate.net, 2015, Segi-Segi Hukum Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan Hak Tanggungan, melalui https.//www.researchgate.net/publication/Segi-
Segi_Hukum Perjanjian_Kredit Dengan Jaminan_Hak_Tanggungan, diakses pada 11 Maret 2019
08.53WIB
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isi pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dapat dikatakan bahwa
apabila debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melaui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang

lazim disebut parate executie atau eksekusi langsung.

Merujuk rumusan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,
proses eksekus dilakukan tanpa campur tangan atau melalui pengadilan. Dengan
kata lain tak perlu meminta fiat eksekus dari ketua pengadilan negeri. Hak dari
pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri adalah hak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah, jadi tanpa perjanjian pun hak itu sudah lahir.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit/pembiayaan.* Pengertian kredit menurut Undang — Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11 kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Peraturan
Bank Indonesia Nomor 27/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum (PBI 7/2005) Pasal 1 Angka 5 adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
setalah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.® Perjanjian kredit
dilakukan antara bank dengan nasabah dengan dasar kepercayaan pada nasabah

4 Kasmir, 2000, Manajemen Perbankan, Jakarta,Rajawali Press, him. 1-2

> |swi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Y ustisia Serfiyani,2018, Credit
Top Secret (buku pintar perjanjian kredit dan penyelesaian piutang macet), Y ogyakarta, Penerbit
ANDI, him. 74


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

bahwa nasabah akan mengembalikan prestas pada suatu waktu yang telah di
sepakati bersama disertai dengan kontra prestasi berupa bunga. Pemberian kredit
tentu tidak dapat di berikan dengan serta merta. Pemberian kredit haruslah mela ui
beberapa pertimbangan termasuk jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah atau
calon debitur. Umumnya, masyarakat menggunakan Hak Tanggungan sebagai
jaminan dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank.

Persoalan yang dihadapi olen pihak bank selaku kreditur dalam
menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit bank adalah mengenai
eksekus Hak Tanggungan jika nasabah tidak menjalankan kewajibannya
(wanprestasi). Apabila Hak Tanggungan yang diberikan kepada pihak bank
tersebut bukan milik pemberi jaminan dan berasal dari suatu sebab yang tidak halal
maka bank sebagai penerima jaminan memerlukan perlindungan terhadap
kepentingan hukumnya. Hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian karena
bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang
syarat sah perjanjian.

Di sis lain, Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit memiliki
keterkaitan dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan suatu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian kredit, Hak Tanggungan bersifat accesoir
yang timbulnya perjanjian jaminan disebabkan adanya perjanjian pokok. Jadi Hak
Tanggungan bukanlah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya

perjanjian pokok.

Contoh kasus yang terjadi di kabupaten Banyuwangi, dalam Putusan Nomor
27/Pdt.G/2017/PN.Byw menyebutkan bahwa jaminan Hak Tanggungan milik PT.
Aldy Wijaya dapat beralih kepada pihak ketiga sebelum adanya pelunasan utang
atau hal-hal 1ain yang menyebabkan beralihnya dan/atau hapusnya hak tanggungan.
PT. Aldy Wijaya terikat perjanjian kredit konstruksi (Perjanjian KYG) dengan
Bank BTN, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas sejumlah sertifikat tanah
hak milik yang merupakan aset PT. Aldy Wijaya. Nantinya diatas lahan tersebut
akan dipergunakan sebagai lahan pembangunan Garuda Regency, sebagaimana
diuraikan dalam akta perjanjian Nomor 47 tanggal 31 Me 2012. Kemudian
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diketahui muncul perjanjian baru (perjanjian penyertaan modal) dengan pihak
ketiga yaitu Heru Supriyadi dan Luki Setiabudi sebagai mana diuraikan dalam akta
perjanjian penyertaan modal Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014 dengan jaminan
sertifikat tanah hak milik yang sama, yang terlebih dahulu telah dijadikan sebagai
jaminan kredit berupa Hak Tanggungan pada Bank BTN, sehingga sertifikat tanah
hak milik yang di jaminkan kepada Bank BTN dan seharusnya berada dalam
penguasaan bank berpindah dan berada dalam penguasaan pihak ketiga, yaitu Heru
Supriyadi dan Luki Setiabudi selaku kreditur dalam perjanjian penyertaan modal
Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah telah ditentukan bahwa jaminan Hak
Tanggungan dapat beralih dari kreditur apabila telah terjadi pelunasan utang. Hak
Tanggungan yang telah berada di tangan kreditur jugatidak dapat dijadikan sebagai
jaminan dalam perjanjian lain. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah Hak
Tanggungan yang di jaminkan kepada kreditur, dalam hal ini adalah bank dapat
berpindah kepada pihak lain sebelum adanya pelunasan utang dan di jaminkan
dalam perjanjian lain. Parapihak dalam kasusini didugatelah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap Hak Tanggungan milik PT. Aldy Wijaya.

Dalam putusan tersebut diatas, petitum menyatakan penggugat yaitu Heru
Supriyadi dan Luki Setiabudi memohon agar menghukum para tergugat yaitu ahli
waris alm. Nur Hidayat sebagai perseorangan dan juga sebagai direksi PT. Aldy
Wijaya sertaBank Tabungan Negaraatau Bank BTN apabilatidak dapat membayar
ganti kerugian yang timbul maka dilakukan eksekus dan lelang terhadap harta
milik tergugat beruparumah permanen dan segala sesuatu yang berada dan tumbuh
di atasnya dengan sertifikat nomor 1162/Boyolangu, sertifikat nomor
1058/Boyolangu, sertifikat nomor 1118/Boyolangu dan sertifikat nomor
1143/Boyolangu yang mana sertifikat tersebut merupakan aset PT. Aldy Wijaya
yang telah di jaminkan kepada Bank Tabungan Negara atau Bank BTN dalam
perjanjian kredit KY G.
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Dalam uraiannya diketahui bahwa penggugat telah menerima pembayaran
atau pengembalian modal senilai dengan 6 (enam) sertifikat dan menuntut untuk
mengembalikan sisanya. Namun seperti yang tel ah diuraikan sebelumnya, beberapa
sertifikat tersebut adalah bagian dari sertifikat tanah milik PT. Aldy Wijaya yang
telah dijaminkan kepada bank dalam perjanjian kredit yasa griyatertanggal 31 Mei
2012.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
TANGGUNGAN PT. ALDY WIJAYA YANG BERADA PADA
PENGUASAAN PIHAK KETIGA (Analisa Putusan Nomor
27/Pdt.G/2017/PN.Byw)”

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut:

1. Apakah aset Perseroan Terbatas (PT) dapat dijadikan jaminan kredit
secara pribadi oleh Direktur PT?

2. Apakah Hak Tanggungan yang beralih dalam penguasaan pihak ketiga
sebelum terjadi pelunasan utang merupakan perbuatan melawan
hukum?

3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor
27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang mengabulkan sebagian gugatan sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis bermaksud untuk mencapai 2 (dua)
tujuan dengan mengadakan suatu pendlitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus
yang diuraikan sebagal berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:
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1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum
Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana
Hukum;

2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang
hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas
Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya;

3. Sebaga sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah
diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang
terjadi di lapangan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian proposal ini adalah sebagal berikut:

1. Untuk mengakaji dan menganalisis tentang penggunaan aset perseroan
terbatas yang digunakan sebagai jaminan kredit secara pribadi oleh
Direktur PT.

2. Untuk mengkaji dan mengalisis tentang perbuatan melawan hukum
oleh pihak ketiga yang menguasai Hak Tanggungan sebelum terjadi
pelunasan utang

3. Untuk mengkaji, mengkaji dan mengalisis pertimbangan hukum hakim
daam memutus perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang
mengabulkan sebagian gugatan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode,
karena ciri dari ilmu adalah dengan metode. Metode cara untuk melakukan sesuatu
yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh jalan tertentu untuk
mencapal suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan.
Langkah-langkah yang di ambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan
tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Penulisan
karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal
tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar
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memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang
dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis

hukum.
1.4.1 Tipe Pendlitian

Fungs penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah
mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan
sebagai referens untuk yang di telaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris
yang akan di peroleh melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah
dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.® Dalam
mel akukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikas
masal ah hukum, melakukan penal aran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi
dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagai konsekuensi
pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya
adalah permasaahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan
pendekatan tersebut peneliti mendapat informas dari berbagai aspek mengenai isu
yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, berkaitan dengan hal tersebut penulis

menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :’

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

5Peter Mahmud Marzuki, 2017, Pendlitian Hukum: Edis Revisi, Jakarta, Prenada Media
Group, him. 33
7 Ibid,him. 133
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peneliti untuk mempelgjari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang
dan Undang-Undang Dasar atau antara regulas dan undang-undang, serta
membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi
yang ada dibel akang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut
akan dapat mengetahui mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara
undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptua beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan
pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep
hukum dapat ditemukan juga di dalam undang-undang.®

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasal ahan
atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskrips mengenai apa yang
diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan
hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinyamempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.® Adapun sumber bahan hukum yang

digunakan dalam penulisan proposal ini antaralain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

8 Ibid, him. 178
% Ibid, him. 181
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah,

5. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nhomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikas tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikas tentang hukum melipuiti
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurna hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.°
1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan
dalam pendlitian ini adalah bahan yang diambil dari internet sebagai bahan
pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.5 Analisi's Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skrips ini adalah
pendekatan deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan logika
untuk menarik satu atau lebih kessmpulan berdasarkan seperangkat premis yang
diberikan. Pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang
umum kepada suatu ha yang khusus. Dalam meakukan penelitian hukum,
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

10| bid. him.181
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1. Mengindentifikas fakta hukum dan mengeliminas hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya
dipandang mempunyai keterkaitan.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang digjukan berdasarkan
pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

4. Menarik kesimpulan daam bentuk argumentass yang
menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut.

5. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang dibuat
dalam bentuk kesimpulan

Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan
Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor.27/Pdt.g?2017/PN.Byw.

10
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang
mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau
keinginannya tidak tercapai. Manusa menginginkan agar kepentingan-
kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu ia
memerlukan bantuan manusia lain. Kerjasama dengan manusia lain akan lebih

mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.?

Perlindungan memiliki arti berbedatergantung dari sudut manaiadi artikan.
Perlindungan dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki
arti yang berbeda dengan perlindungan menurut ilmu hukum.

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia:?

“Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti
mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi.”

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum
yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan suatu
bentuk rasa aman yang diberikan oleh hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh
subjek hukum.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa
perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak
subjek hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut.

! Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Y ogyakarta,
Liberty Y ogyakarta, him. 1

2Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui https://kbbi.web.id/lindung diakses pada 8
November 2018 pukul 09.26 WIB
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2.1.2 Macam — macam Perlindungan Hukum
Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum bagi rakyat yang dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :
1. Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum kepada
rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak)
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk
yang menjadi definitife. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang merupakan perlindungan
akhir berupa sanks seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.®
Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada
pengakuan dan perlindungan hak asas manusia serta berlandaskan pada prinsip
Negara hukum.*

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas juga memiliki tujuan.
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan.

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2.2 Perjanjian

Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di
Indonesia. Janji adalah suatu sendi yang sangat penting dalam Hukum Perdata
sebab di dalamnya banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar

pada janji seseorang.

8 Muchlisin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Surakarta, Magister
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, him. 14

4 Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata, Jakarta, Prestasi Pustaka, him.
20
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2.2.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang — Undang Perdata diuraikan bahwa
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji
kepada seseorang atau pihak lain dimana para pihak saling mengikat untuk
mel aksanakan suatu hal yang dinamakan prestasi, serta mengakibatkan timbulnya
suatu hubungan antara para pihak tersebut.

Dalam bahasa Belanda, hukum perjanjian di namakan “het
verbintenissenrecht” dan yang sebagian besar dimuat dalam Buku IIT dari Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata dan dalam Wetboek van Koophandel. Perjanjian
sendiri berarti suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada
seorang atau pihak lain atau dimanadua orang atau dua pihak itu salin berjanji untuk
mel aksanakan suatu hal.

Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mencantumkan pula
Syarat yang mana suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabilatelah memenuhi:

(1) Sepakat untuk saling mengikatkan diri;

(2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
(3) Suatu hal tertentu dan

(4) Suatu sebab yang halal.

Dinyatakan juga dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para
pihak yang membuatnya. Dengan begitu, setiap perjanjian yang telah dibuat
hendaknya agar dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri.

2.2.2 Asas-asas Perjanjian
Menurut Herlien Budiono, secaraumum terdapat tiga asas dalam perjanjian,
yaitu: °
a. Asaskonsesualisme (Consensualisme)
Asasini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu

> Herlin Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, him. 29
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perjanjian. Dalam asas konsesualisme perlu diperhatikan bahwa terdapat
pengecualian yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang
mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang
disyaratkan oleh undang-undang.®

b. Asaskekuatan mengikat (Verbindende Kracht der Overeenkomst)
Asasini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini
jugadikenal dengan adagium pacta sunt servanda.

c. Asas kebebasan berkontrak (Contractsvrijheid)
Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang menurut kehendak bebasnya
dapat membuat perjanjian dan mengikat diri dengan sigpapun yang dia
kehendaki, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang bersifat memkasa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas-asas ini memiliki peranan dalam mewujudkan sebuah perjanjian
seperti ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau syarat sahnya suatu perjanjian.
Pada dasarnya asas-asas perjanjian tidak dapat dianggap sebagai norma hukum
yang konkrit namun dapat di jadikan sebagai dasar-dasar umum yang berlaku ketika
akan membuat suatu perjanjian.

2.2.3 Macam-macam Perjanjian
Dalam Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibedakan
mejadi beberapa macam, yaitu:’
a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk)
Pada Pasal 1253 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu

6 Komariah, 2002, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, him.
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7 Syafnil Gani, USU Open Course Ware, 2014, Hukum Perikatan, melalui
http://ocw.usu.ac.id/download/10500000010hukumperusahaan/kn_508 slide hukum perikatan.pd
f diakses pada 8 November 2018 pukul 13.05 WIB
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peristiwayang masi h akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara
menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun
secaramembatal kan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwatersebut.
. Perikatan dengan ketetapan waktu (tidjsbepaling)

Menurut Pasal 1286 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dikatakan
bahwa suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan
hanya menangguhkan pelaksanaannya. Waktu yang ditetapkan itu adalah
peristiwa yang masih akan terjadi atau terjadinya sudah pasti atau berupa
tanggal yang sudah tetap. Ini menjelaskan bahwa ketetapan waktu yang
dimaksud tidak menangguhkan lahirnya perikatan melainkan hanya
menangguhkan pelaksanaannya sehingga dapat diketahui bahwa perikatan
dengan ketetapan waktu pada dasarnya telah lahir perikatan hanya sgja
pel aksanaan dari hal yang di janjikan tertunda sampai waktu yang tepat.
Perikatan mana suka (alternatif)

Pasal 1272 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatakan
bahwa dalam perikatan mana suka debitur dibebaskan jika telah
menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan
tetapi tidak bisa memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari barang
yang satu dan sebagian dari barang lainnya.

Objek prestas dalam perikatan ini ada dua macam benda. Dalam perikatan
ini debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua
benda yang menjadi objek perikatan. Jika debitur telah memilih salah satu
dari dua benda yang diperjanjikan maka debitur dianggap telah
melaksanakan prestasinya sehingga dia dibebaskan dan perikatan dapat
dinyatakan berakhir.

. Perikatan tanggung renteng (solidair)

Pada Pasal 1278 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng
terjadi beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas
kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh

utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan
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orang yang berutang perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi
diantara beberapa orang berpiutang tadi. Dalam perikatan ini terdapat
beberapa orang yang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang
(perikatan tanggung-menanggung aktif) kepada seseorang yang memberi
utang, atau sebaliknya (perikatan tanggung menanggung pasif).

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Pada Pasal 1296 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar
perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu
perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-
bagi, baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan.

f. Perikatan dengan penetapan hukuman (strabeding)
Pada Pasal 1304 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana
seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan
sesuatu, manakala perikatan itu tidak terpenuhi. Perikatan ini bertujuan
untuk mencegah agar debitur tidak dengan mudah melalaikan
kewajibannya. Umumnya, hukuman ditetapkan dalam suatu nominal uang
tertentu yang merupakan pembayaran apabila terjadi kerugian yang telah
ditetapkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian sgjak awal.

Perjanjian merupakan sumber terpenting sebelum terjadinya perikatan yang
dapat di ketahui dari pengertian-pengertian diatas, yang telah menguraikan macam-
macam perjanjian. Sebagian besar perikatan memang dilahirkan dari suatu
perjanjian tetapi perjanjian juga dapat lahir dari sumber-sumber yang lain seperti
misalnya perjanjian yang lahir dari undang-undang. Perjanjian sendiri telah bersifat
seperti undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
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2.3 Perseroan Terbatas (PT)

2.3.1 Pengertian PT

Perseroan Terbatas atau PT merupakan suatu badan usaha yang berbadan
hukum, dimana modanya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki
bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh pemilik saham adalah sebesar saham yang dimilikinya.

Pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 Angka 1 Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya. Status badan hukum PT harus disahkan oleh
Negara/Pemerintah melaui Menteri Hukum dan HAM .8

PT merupakan suatu badan hukum sehingga PT merupakan salah satu
subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. PT tidak dapat
mel akukan perbuatan hukumnya sendiri melainkan dengan diwakili oleh direksinya
sebagaimana yang tercantum dalam Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

2.3.1 Kepengurusan PT

Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan
persekutuan moda dengan kemampuan mengatur sasham dimana para pemilik
modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besaran saham yang dimilikinya.
Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan
hukum demi kepentingannya dengan di wakili oleh organ Perseroan Terbatas (PT).

Organ PT meliputi (Pasal 1 Angka 2 Undang — Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas):

(a) Rapat Umum Pemegang Saham,
(b) Direksi, dan

8 |swi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Y ustisia Serfiyani, 2011, Panduan
Praktis SABH, Yogyakarta, Pustaka Y ustisia, him.41.
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(c) Dewan Komisaris.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ PT yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direks atau Dewan Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam Undang — Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran
Dasar PT. Dengan katalain RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
PT.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, direks adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai maksud dan tujuan
PT sertamewakili PT di dalam atau di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran
dasar. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasehat kepada
Direksi.®

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ PT dengan
menatasnamakan PT merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT selaku
subjek hukum apabila perseroan telah berbadan hukum. PT yang telah berbadan
hukum maka direks tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas segala

perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

2.4 Hak Tanggungan

Hak Tanggungan identik dengan hak jaminan. Maka dari itu Hak
Tanggungan memiliki kaitan erat dengan perjanjian kredit atau perjanjian utang-
piutang lainnya. Tidak semua jaminan dapat di bebani dengan Hak Tanggungan.
Hak Tanggungan hanya dapat di bebankan kepada jaminan bendatidak bergerak.

LahirnyaUndang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan Dengan Tanah merupakan upaya
untuk memberikan kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan.

% Ibid.
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Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemenuhan syarat subjektif pemberian Hak
Tanggungan adalah pemenuhan syarat subjektif sahnya perjanjian.®

Perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang lainnya yang menggunakan
benda tidak bergerak sebagai jaminan atas utangnya hendaknya sesuai dengan
ketentuan Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan Dengan Tanah.

2.4.1 Pengertian Hak Tanggungan

Tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan Dengan
Tanah bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain.

Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk peralihan hak dari debitur kepada
kreditur guna menjamin pelunasan utang melalui pendaftaran pada kantor
pertanahan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di
dalam perjanjian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang

tersebut atau yang lazim disebut sebagai perjanjian accesoir.

2.4.2 Subjek dan Objek Hak Tanggungan

Dalam Pasal 8 dan Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
subjek Hak Tanggungan adalah pemberi maupun pemegang Hak Tanggungan baik

10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Hak Tanggungan, Jakarta, Prenada Media
Group, him. 20
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perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

perbuatan hukum, terhadap objek Hak Tanggungan

Objek Hak Tanggungan disebutkan dalam Pasal 4 jo Pasal 27 Undang —

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

benda Y ang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

a. Yang ditunjuk oleh Undang — Undang Pokok Agraria sesuai dengan Padal

16 ayat (1) huruf a, b, ¢ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang — Undang Pokok Agraria. Pasal 4 ayat (1) Undang— Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
Yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan hak atas tanah yang dapat
dibebani hak tanggungan adal ah:

1. Hak Milik (Pasal 25 Undang — Undang Pokok Agraria)

2. Hak Guna Usaha (Pasal 33 Undang — Undang Pokok Agraria)

3. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 Undang — Undang Pokok Agrarian)
Yang ditunjuk olen Undang — Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun (Pasal 12 dan 13 Undang — Undang Rumah Susun jo Pasal
27 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan dengan Tanah)

Y ang ditunjuk oleh Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (Pasal 4 ayat (2)). Hak pakai atas tanah negara yang menurut
ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifathya dapat
dipindahtangankan.

Hak pakai atastanah hak milik yang akan diatur kemudian dengan Peraturan
Pemerintah (Pasal 4 ayat (3) Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah). 1

Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan atau accessoir yang tidak

dipisahkan dari perjanjian utama. Oleh karena Hak Tanggungan juga

1 1bid, him.33-33.
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merupakan sebuah perjanjian maka berlaku pula syarat sah perjanjian atas Hak
Tanggungan.
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BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesmpulan
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Aset Perseroan Terbatastidak dapat dijadikan jaminan kredit secara pribadi
oleh Direktur PT. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh subjek hukum perseorangan, salah
satunya adalah membuat perjanjian kredit. Dalam menjalankan usahanya,
Perseroan memiliki modal dasar yang baik penambahannya maupun
pengurangannya haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sehingga tidak dapat diputuskan sendiri atau secara pribadi oleh direks
perseroan. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Beralihnya Hak Tanggungan kepada pihak lain atau pihak ketiga sebelum
terjadi suatu pelunasan utang merupakan perbuatan melawan hukum karena
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang —
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan dapat
dihapuskan apabila terjadi pelunasan utang yang dijamin, pemegang Hak
Tanggungan melepaskan Hak Tanggungan kepada pemberi Hak
Tanggungan dan pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan peringkat oleh
Ketua Pengadilan. Hak Tanggungan juga dapat beralih kepada kreditur lain
atau pihak ketiga dengan cara melalui cessie, subrogasi, pewarisan atau
sebab-sebab lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
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3. Pertimbangan hukum hakim dalam putuan ini adalah perjanjian utang-

piutang Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014 bertentangan dengan syarat sah
perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang -
Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal karena melanggar
ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sehingga hakim memutuskan untuk
membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian hakim memutuskan agar Para
Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvens mengembalikan ke-4
(empat) sertifikat objek perkara kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat
Rekonvens tidaklah tepat. Hal ini didasarkan pada tidak atau belum
didaftarkannya objek jaminan sebagai Hak Tanggungan sehinggabelum ada
peralihan hak dari PT. Aldy Wijaya kepada Bank BTN selaku kreditur.

42  Saran
Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skrips
ini adalah:

1. Hendaknya penggunaan aset PT dan akses pengelolaan akses PT diatur

dalam sebuah aturan khusus dalam anggaran dasar sebagaimanatelah diatur
juga dalam Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas agar direks PT tidak dapat menggunakan aset PT dengan bebas
untuk kepentingan pribadi.

. Hendaknya para penggugat dan para tergugat dalam membuat suatu

perjanjian utang-piutang dengan benda tak bergerak sebagai jaminan agar
segera didaftarkan sampai tuntas dan memiliki Akta Pemberian Hak
Tanggungan atau (APHT) sehingga peralihan hak dari debitur kepada
kreditur mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan yang
tertulis dalam Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
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3. Hendaknya bank selaku kreditur |ebih berhati-hati dan melakukan evaluasi
menyeluruh dalam memberikan pinjaman. Jika jaminan utang merupakan
suatu hak atas tanah maka sebaiknya segera di ikat dengan Akta Pemberian
Hak Tanggungan dan di daftarkan pada kantor pertanahan agar tidak terjadi
kerugian yang lebih besar apabila kelak di kemudian hari debitur

wanprestasi.

4. Hendaknya Hakim memeriksalebih teliti untuk memutus suatu perkaradan
menggunakan hukum positif agar dijadikan putusan yang berkepastian,
berkeadilan, dan mempunyai kemanfaatan. Sebab pertimbangan hukum
hakim yang memutuskan agar Para Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvens mengembalikan objek sengketa berupa 4 (empat) sertifikat
milik PT. Aldy Wijaya kepada Tergugat 1V Konvensi/Penggugat
Rekonvens tidaklah tepat. Hak atas tanah dari objek tersebut bel um beralih
dari PT. Aldy Wijaya sebab objek sengketa belum di daftarkan pada kantor
pertanahan sebagai jaminan Hak Tanggungan, sesuai dengan ketentuan dari
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang mana tidak menjadi

bahan pertimbangan hukum hakim.
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PUTUSAN
Momor 2TIPdLGIZ01TIPN,.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pangadilan Neperl Banyuwangi yang memeriksa dan mamutus perkara

perdata pada tingkat pertema, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Gugatan antara; 3

1. HERU SUPRIYADI, lehir dl Singarala tanggal 27 septembar 1971.
pekerfaan Pegawal Negerl Sipll, beralamat di Perum
Griya Giri Mulya W. 8 RT. 04/RW. 06 Kelurahan Klatak
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangl, dalam hal

inl diwakili oleh GEMBONG AJI RIFA'l, 5H, MOCH.
IQBAL, SH dan MISNADI, SH.,MH Para Advokat yang

barkanior di Jalan Gurnirih 13 Elngui_uruh Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuass
Khusus tanggal 01 januad 2017, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat Knnuanarrrnrgu;;:at Rekonvensi l;
2. LUK| SETIABUDI, lahir di Sukabumi tanggal 28 ]anuar1'| 1870, pekerazn
Wiraswasla beralamat d| Delta Regency Nomer 47 RT
C03/RW 012 Desaelurahan. Kureksari Keecamatan
Waru Ksbupatan Sidoarjo, dalam hal inj diwakili oleh
GEMBONG AJI RIFAY, SH, MOCH. IQBAL, SH dan

MISNADI, SH..MH Para Advokat yang berkantor di Jajan

Gumidh 13 Singojuruh Banyuwangi Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

01  januari

2017, selanjutnya  disabu

sebagai

vl

|
.‘ 2 ﬂ{w
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g Bahwa selan|uinya Penggugat | dan Penggugat Il fersebut di atas, disebu
: ; sebagal Para Penggugat KonvensiiPara Tergugat Rekenvensi:
Meolawan

1. SEKAR KEMUNING, lahir di Banyuwangi tangga! 07 september 1570,
pexerjaan Pegawal Swasta, baralamat o Dwsun Krajan RT. 01/RW, 01
Desa Sumber Kencono Kecamatan Wengaorejo Kabupaten Bamyuwangi,
sexaligus sebagai wall Pengampu dari ahll waris kedua anak alm. Nur
Hidayat, dalam hal ini diwakill ciah NUR HADI, SH, Advekat & Kensultan
Hukum yang beralamat di Jalan Perum Permata Husada 1l Blok G Nomer
14 Penataban Giri Bamyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 februard 2017, selanjutnya dissbut sebagai Tergugat |:

Z. SINGGIH KURNIAWAN, pekeriaan Motars, beralamat di Jalan Kepiting

% Ruko Kepiting Indah Raya B-2 Kalurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi, selanjuinya disebul sebagai Tergugat Il

3. PATMI WINDAYANI, isteri Tergugat I, warga negara Indonesia,
pekerjaan Pegawal Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Kepiting Indah
Faya B-2, Kelurshan Scbo Kecamatan Elaﬁ;w.-ang': Kabupaten
Elm:.-'uwangi! selanjutnya disabyt sebagei Tergugat Il

4. BTN Jakarta Pusat Cq. (BANK TABUNGAN NEGARA Ke. JEMBER),

Cg. BTN (Bank Tabungan Negara Kep. Banyuwangi) beralamat i
Jalan Brawfiaya Momor B1-B2 Sobo Banyuwangl Kebalenan Kecamatan
Banyuwangl Kabupaten Banyuwangi, diwakili cleh YOS5 ISTANTO,
SHM.Hum, C.L.A legal Division Head PT. Bank Tabungan Megara
(Persero) Tok, bertempat tingzal dl Jakarta, dalam hal Ini memberikan
| Kuasa kepada ARI KURNIAWAN, SH, FIRMAN, SH, LEONARDUS
EDDY MULYADI, SH, ClkD HADIANTOND, $H, THDMA%%AM
s WIBOWO, SH, CAKRA WIRA FLFTRA. SH, HERIK FHEHIﬂ.- G

; J. : SHdan MAH[AHTEIAHEAHEP SH para Pegawaiye

- skl
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Bank Tabungan Negara (Persero) Thk yang secara sendiri-sendiri
MaupLn bersama-sama mewakil PT. Bank Tabungan Negara (Persern)
Tbk Cabang Jember yang beralamatl di Jalon Ahmad Yani Nomor 5§
Jember, berdasarkan Surat Kuasg Nemor 42/KUASALGD/2017 tanggal

16 februad 2017, selanjulnya  disebut sabagal Tergugat [V

Kenve naliPanggugat Rokonvenal;
Batwa Torgugat | sampal dengan Tergugat IV KenvensliPenggugat

Rokonvansi selanjutnya dizebut sebagal Para Tergugat:
Pengadilan Nogeri torsabut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua balah pihak yang bemparkara:
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat KonvensiT ergugat Rekonvens|

melalui surat gugatannys yang diterima dan didaflarkan d| I':epani_arﬂan_

Pengadian  Negerd  Banyuwangi  dalam  Register  Nomor
27/PdLGR2017/PN. Byw tertanggal 07 februan 2047 telah menpajukan gugatan
dengan dalil-dalil sabagal berikut
1. Bahwa pads tanggal 27 Oktober 2014, FEHE-‘_GUEAT Il telak
membual pejanfian kedasama penyertaan modal dengan Alm. Mur
Hidayalt/ suami TERGUGAT - | diradapan Tergugat Ii sebragal notaris
di Kab. Banyuwangl, dan Turut pula TERGUGAT | MeEnyetyjui
perfeniian yang tertuang dalam Akt Parjanjian Penyertasn Modal Me,
oe;
2. Bahwa maksud dari aktg perjanjlan tersebut adafah sebagai berikut
a. PENGGUGAT I memberikan modal sebasar Rr.lf: 1.000.000.000.-
{satu milyar rupiah) kepada

= b=

>
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b. Tergugat | menjaminkan eepuluh sedifikat hak milk kepada
Penggugat |l diantaranya adalah:
1. Sertipikat Hak Milix Mo, 1158/ Boyolangu, Luas 169 M2, atas

nama NUR HIDAYAT, surat ukur Mo,

00047 /Boyolanguw2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kee. Girl,
Kab. Bamyuwangi;

2, Seripikat Hak Milik No. 1157/ Boyolangu, Luas 144 M2, atas
nama NUR HIDAYAT,  sural ukur ~ No,
Q0050/Boyolangu/2013, terdetak di Kel. Bayolangu, Kec. Giri,
Kab. Banyuwangi,

3, Sertlpikat Hak Milik No, 1182/ Boyolangu, 1li'.uas: 144 M3, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur Hao.
00041/Boyelangui2i4, terietak di Kal. Boyalangu, Kec. Girl,
Kab, Banyuwanagi; )

4, Sertipikat Hak Millk No. 1058/ Boyolangu, Luas 156 M, atas
nama MUR HIDAYAT,  surat ukeur N
00051/Bayolangu/2013, terlatak di Kel. Boyolangu, Kee. Gir,
Kab. Banyuwangk;

5. Sertipikat Hak Millk No, 1140/ Boyolangu, Luas 112 M?, atas
nama MUR HIDAYAT, surat ukur Ne.
00024MBoyalonguw2014, ferletak di Kel, E.n;;'nla.ng.u. Kac. Gin,
Kab. Banyuwangi; EI

6. Sertiplkat Hak Milik No. 1112/ Boyolangu, Luas 108 M2, atas
nama NUR HIDAYAT, surat wkur No.
00036/Bayclangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri
Kab. Banyuwangi; AERGERT

7. Sedipikat Hak Milik No, 1118/ Boyolangu, -

nama NUR HIDAYAT, surat

.{ T e
Holaman 4 dari 80 Putusan Nomar 27/POT.G/EDET.AN By
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d. Sertipikat Hak Millk No. 1143/ Boyoiangu, Luas 112 M2, alas nama
NUR HIDAYAT, surat ukur No. 00027/Boyclangw2014, terietak di
Kel. Boyolangu, Kec. Gir, Kab. Banywwangl;

Unfuk selanjuinya disebut sebagai cbyek sengketa;

. Bamwa, dengan kurun wakiy yang cukup lama pengembalian modal

berikul keurtungannya 3 (liga) unit sertipikat hak milik sebagaimana
tertuang dalam posita poin & tidak kunjurg dibayarkan hingga NUR
HIDAYAT! suami Tergugat | meninggal dunda;

. Bahwa setelah dilakukan upaya kekeluargaan, didapat fakia bahwa

keempat seripikat sebagaimana terfvang dalam p-us:-ita pein § fisiknym
{tanah dan bangunan rumah pemmanen) teiah dijaminkan kepada
Tergugat IV dengan bantuan Tergugat Il, yang mana hal tersebut
merupakan perbustan melawan hukum yang telah nyata mengikan
Para Penggugat, oleh karenanya gugatan ini diajukan dengan perihal,
qugatan perbuatan melawan hukum/ bukan gugatan wansprestasi,
karena obyeX daﬁ- gugatan ini dialihkan Impada; pihak lain yaitu

Tergugat IV; 2T

. Bahwa oleh kerena skibat darf parbuatan pera Tergugat tersebut

diatas, Para Pengguget menderita kerugian materiil total sebesar Rp.

B40.000.000,- {delapan ratus empat pulub juta ruplah), dengan rincian
sebagal benkut:

Pengembalian madal 7 (tujuh) buku sertipikat hak milik masing-

masing Rp. 100.000.000,00 totalnya Rp. 700.000.000,00 (tufub
ratus juta rupiah);

- Keuntungan yang dijanjilkan masing- masing seriipihak hak milik

Rp. 20.000.000,00, totalnya 140,000,000,00 {M}atL&‘éFﬁ;-ﬂ uh
juta rupiah}; : Yk &fiar ?‘:ﬁ
! SASE]

e 2
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10.Bahwa untuk menfamin terlaksananya pembayaran kerugian Para

Penggugat, mohon dilatakkan sita jaminan terhadap hara millk Para

Tergugat yaitu:

a. Sebuah bangupan rumah permanen dan segala sesualu yang
oerada dan tumbuh diatasnya Sertlplkat Hak Mk Mo. 1482/
Boyoiangu, !uaa 144 M2, atas nama NUR HIDA‘.‘{HT. surat ukur No.
0004 1/Boyolangu/2014, terletak di Kal. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.
Banyuwangk ;

b. dintasnya Sertlpikat Hak Millk Mo. 1058/ Boyolangu, Luas 158 M2,
alas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No, DUH51.IEnfnlangurEﬂ13.
terletak di Kal. Boyolangu, Kee. Gin, Kab, Bamyuwangi:

c. Sebuah bangunan rumah permanen dan s—agéla sesualy yang
berada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milk No. 1118/
Boyolangu, Luas 102 M?, atas nama MUR HIDAYAT, surat ukur Ne.
0001 2Z/Beoyolangw2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir, Kab.
Banyuwangi;

d. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu vang
berada den tumbuh di atesnya Sertiplkat Hak Milk No. 1143/
Baysiangu, Luas 112 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukwr No
00027/Boyelangu/2014, terletak di Kal. Boyclangu, Kec. Gir, Kab.
Banyuwangi;

Yang nanlinya apal:ll; Para Tergugat tidak hﬁia-:rnernba}'ar qanti
keruglan pars Penggugat sebesar Rp. B40.000.000,00 maka abyelk

|aminan sebagaimana tersebut diatas dijual lelang dan hasilnya

disarahkan kepada Para Panggugat sebesar Rp. 840.000 ECIEI -

ff.l.i-' Lﬂf‘:ﬁ
1. Karena gugatan ini disertal dengan bukti-buksi yang tﬂ:&;n%

mohaon kiranya dinyatakan bahwa Pulusan ini dapat dl‘flankan;gbh

.-ril-* %

S
Halarman & dorl 80 Patusan Nomor 27/P0T, G,-"\E“!E'Eﬂjmv
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dahidu meskipun ada upaya hukum sefanjutnya balk banding, kasasi,

tan alau peninjauan kembalk

L

Bordasarkan uralan diatns, penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua
Pongadilan MNegerl Banyuwangl untuk memanggil para pihak supaya hadir

dolam porsidangan selonfutnya memasikea dan mengedili sebagai barikut;
PRIMAIR :

1. Mengabulken Gugatan pengguget uniuk selurubnya ;

2, Menyalokan-sah dan basharga sila Jaminan;

3. Menyatakan sahnya parjanjlan penyeriaan modal No. 86 tanggal 27
DOktober 2014 yang dilendalangl cleh Penggugat I dan Tergugat |
beserta Alm. Nurhidayat, dihadapan Tergugat |I;

4, Moryatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menjaminkan fisik
bangunan cbyek senpketa kopada Tergegat IV dengan bantuan
Terqugal || diantaramya:

a. Banpunan rumah permanen dan segala sesuetu yang berada dan
umbuh diatasnya Serlpkat Hak Milik No. 1162/ Boyolangu, Luas
144 M, atas nama NUR HIDAYAT sural ukur Mo
00041/Boyolangui2014, terletak di Kel Boysiangy, Kec, Girl, Kab.
Banyuwangl:

b, Bangunan rumah pemanen dan segala gmua;u.ﬂn{; berada dan
tumbuh diatasnya Seriplkat Hak Millk No. 1058/ Boyolangu, Luas
156 M, alas nama NUR HIDAYAT. surat ukur Mo,
¢O0S1/Boyolangui2013, tedetak di Kel, Boyolangu, Kec. Gin, Kab,
Bamyuwangi;

c. Bangunan rumah pemanen dan segala sesualy ﬁnﬁmﬂm

tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Mik Mo, 1112/ Eéﬁ'}:;rtg%ﬂ "

102 M ates nama MNUR HIDAYAT, a&r:rat uul-:ﬁra
- ,ﬂ' 4 - -' "'.'.
Haizman 9 darf 80 Putusan Hﬂmnrf?fﬁnrﬁf!ﬂzfﬁsﬂm
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0001 2/Boyolangw2014, torletak o Kel, Boyolangu, Kec. Giri, Kab
Banyurwangt;

d, Bangunan rumah parmanen dan segala sesuatu yang berada dan
tumbuh diatasnya Sedipikat Hak Millk Mo, 1143/ Boyelanqu, Luas
M2 M, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur Mo,
00027/Boyolangui2014, terletek di Kol Boyolangu, Kec. Girl, Kab,
Banyuwangi:

Adalah marupakan perbuatan melawan hukum, yang berakibal nyatn

merugikan Para Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat uniuk membayar keruglan Para Penggugat
yoltu sebeser Rp. 840.000.000,- (delmpen ratus smpat puluh Jute
ruplah), dengan rincian sebagal barikut;

Pengembalian maodal 7 (tujuh) buku sertiplkat hak milik masing-

masing Rp, 100,000,000, totalnya Rp, 700.000,000.- (tujuh ratus .

juta ruplahy); i
Keuntungan yang dijanjikan masing- masing s?rllplhah: hak milik
Rp. 20.000.000,-, totalnya 140.000.000,- {seratus empal puluh

| juta rupiah);
l kepada para Penggugat secara tunai dan seketika;

| !
6. Menghukum para Tergugat apabila tidak bisa membayar gantl kerugian

Para Penggugat, maka difakukan eksekusi dan lelarfp terhadap harta

milik Para Tergugal yaitu:

a. Bargunan rumah permanen dan segala sesualu yang berada doan
tumbuh distasnya Sadiplkal Hak Milik No. 1162/ Boyolangu, Luas
144 M, atas nama NUR HIDAYAT, surat?SikuissNo.

i

P00 N VPR,
0004 1 Boyolangu2014, terletak di Kel. Boyoiangu, Rﬁr_:‘-'rjmlifgﬂbﬁé'b_

'
L}

Banyuramange, -

Ii:.' B " i
_— . o 'j- ]
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b. Bangunan rumah permanen dan segala aasuaiu;yang berada dan
tumbuh diatasnya Sertipicat Hak Millk No. 1058/ Boyolangu. Luas
155 M: atas nama NUR HIDAYAT, sural ukut MNo.
00051/Boyolangu2013, teratak di Kel. Bayoiangu, Keec. Gir, Kab
Banyuwangi;

¢, Bangunan rumah permanen dun segola sesuatu yang berada dan
tumbuh distasnya Seripkat Hak Milk No. 1118/ Boyolangu, Luas
102 M2, ates nama NUR HIDAYAT, surat ukur Mo
(0012/Boyolangui2014, terietak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir, Kab.
Banyuwangli;

d. Bangunan rumah permanen dan segala sasuatu.yang berada dan
tumbuh distasnya Seriplkat Hak Milik Meo. 1143/ Boyolangu, Luas
412 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur Mo
00027/ Boyolangw2014, teretak di Kel, Boyolangu; Kec. Gin, Kab. .

Banyuwangi,
dan haslinya diserahkan kepada Para Penggugat sebesar Rp.

£40.000,000,00;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
& Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun
ada upaya hukum selanjutnya (Banding, kasasi);

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Inl kepaada

Para Tergugat,
su AR

Apabiia Pengadilan Negeri Banyuwangi. yang mengadili perkara ini

berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadﬂadﬂnmﬂ
'lv'Jl -'\;‘;:Ek'

hiukurm. S el
ﬂl 'Ir WE T -E

-

1;:!_.- .1. i .l':. |. "--\,,I_.I.

.,.:i'd J [t
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Menimbang, bahwa pada harl parsidangan yang telah ditentukan, Para
Penggugat KonvensiTergugat Rekanvensi hadir kuasanya, Tergugat | Hadir
Kuasanya, Tergugst Il tidak hadir, Tergugat Il hadir sendin dan Tergugat 1V

KanvensiPenggugat Flekonvans hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majells kemudian mengupayakan perdamaian
diantara parn pihak melalul madiasi sebagaimana diatur dalam Parma Momer 1
Taehun 2016 tenteng Prosedur Medias!l 0¥ Pangadiian dengan menunjuk RIZAL
TAUFANI, SH,MH Hakim pada Pongadian Neger Ean}wmngl, a=bagai |

Wediator berdasarkan Penatapan Nomor 27/Pdt.GRO1TPN.Byw tanggel 27
fehmuan 201T;

Menimbang, bahwa berdasaskan laporan Mediator tanggal 27 april
2017 upaya perdamalen fersebut tidalk beshasil sehingge persidangan
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang lerdapat
beberapa renvel yang isinya tetap dipertahankan cleh Fara ngguga:‘

KonvensiTergugat Rekonvenst,

tdenimbang, bahwa terhadap Gugatan fersebut, Tergugst |

mangajulcan jawaban sabagal berikut:
Dalam Ekacpal

1. Bahwa Tergugal | menclek gugstan cara penggugat selerubnya kecuall
vang secars tegas dan lerang dinyatakan benar aleh Tergugat 1
2. Bahwa Gugstan salsh sasaren sebeb Almarhum MNur Hidayat yang

menjadi Plhak dalam peganfian panyertaan modal sebagalman dimaksud

dalam gugatan para panggugat, pada saat flu dalam kapasitasnya sebagai

Dirgktur PT Aldi Wilaya, maks sehamsnya Guaa I ;
fjay va Gugatan FEMwmﬁﬁn

i Bl
x =

Scanned by CamScanner


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

=+

komisarls serta ke PT, Al Wiaya memiliki kekewaan yang lerpisah
sabagal mana diatur dalam Undang-undang PT yang beriaku di Indonsesis,
- Bahwa sopengelahuan Tergugat | semua assel menjadi obyek dan
menjadi jaminan dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
gugalan para penggugal adalah aseet don kekayaan PT, Aldl Witaya yang
berada dalam komplak Perumahan garuda Regency yang dibangun olzh
PT. Aldl Wijaya yang bekerja sama dengan bank tabungan negara (BTM)
sehingga pantas bagl kami menyatakan gugatan para panggugat adalah
ssasaran,

- Bahwa gugatan penggugat kurang obyek hukum karaha almarhum Mur
Heidayat pada saat Itu dalam kapasitasnya Direktur Utama PT. Aldi Wijaya
sebagei Badan Hukum dan subyek hukum yang memiliki kekayaan vang
lerpisah sehingga sudah seharusnya PT. Al Wijeya yeng digugat atau
selidaknya sebagai tergugat 1, bukan klien kami (principal) yang dalam,
hal ini hanya dalam kapasitas mantan istd Almarhum Mur Hidayat yang
ditinggalian karena Bapak Nur Hidayat Telah meninggal Dunia;

. Bahwa gugatan penggugat kurang subyek hukum karena Almarhum Nur
Hidayat selain meninggalkan klien kami sebagal ahli warls (istri) dan dua
arang anak, anak yang kedua masih sekolah di sskalah menangalr atas
artinya memang betul anak kedua dar Alm. Nur Hidayat masih dalam
FEngampunan tergugat | sedangkan apak ¥ang pertama sudah dewssa
dzn sudah berkeluarga sehingga mampu bertindak dan bertanggung
fawab sendiri jadi segarusmya dalam kapsitas- sebagi ahli waris juga
dijadikan sebagal tergugat alsh para penggugat;

- Bahwa disamping itu gugatan penggugat kabur sebah sebaagai Ahli waris

dari Almarhism Nur Hidayat atay mantan istri yang telah dhhggﬁmﬁj :

Almarhum Nur Hidayat hanya mengampu saty orangsAna - ‘L'HT,
L reap B BT 0
szkolah pada sekolah menengah atas sedangkan anak arfk i “ﬂga};n F
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sudah beristri atau bersuaml sehingga meraka ndaflah subyek hukum
tersendiri tidak dalam pengampuan tergugat | (principal). Sehingga
gugatan perggugal harus ditolzk;

7. Bahwa disamping itu gugatan penggugat kabur sebab judul Gugatan para i
pengougat Perbuatan Melawan Hukum akan tetapl dalam guogatan |
penggugat disebutkan atay didesarkan pada Peranjian é‘anz.rarlaan mocdal
sohingga tidak jelas apakash gugagatan Penpgut perbuatan melawan
hukum, atsy Gugatan Ingkar janji (Wanprestasl) sehimgga gugatan
penggugat harus dilctak ;

8. Balwa oleh karena gugatan ini, kekurangan subyek hukum dan tidak jelas
mengenal Gugatannya maka gugatan inl harus dinyatakan ditclak atau

tidak dapat ditarima.

Dalam Pokok perikara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, dinyatakan
{arhicara dan terulang kembali dalam pokok perkara inil;

2, Bahwa Tergugal | menolak gugatan penggugat salumﬁnya kecuali yang
secara t2gas dan terang dinyatakan benar oleh Tergugat;

3. Bahwa tehadap Poin | Gugaten tidak benar, dalam IhEﬂ ini tergugat |

LTI PR L T T I T Ty

sebagai Istri dari (Almarhum Nur Hidayat), tidak tahu menabu dan tidak
L]
pernah difbatkan apalagi bertandatangan dalam pembuatan peqanjian

kerjasama penyertaan modal dengan para penggugat vang dilakukan

pada tanggal 27 Okiober 2014 sebagaimana dimaksud datem gugatan
para Penggugat;
4. Bahwa fergugat | {lbu Sexar kemuning) baru mengetahui adanya sertifikat
PT. Aldi Wiaya fefah dikuasai oleh para penggugat sebagaimana |
, /4‘{%?“\
diteranghan dalam gugatan penggugat setalah 40 imp?;t“pﬂu ’hﬂﬂ
almarhum Mur Hidayat meninggal dunia. iupun pada #

BE*"

; o
T

i
i

bl :F 1 ‘
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3. ‘"FPEEEEE T e ™ oS ook DR ARl BT A R R e e K ey S e ]
3l i vl e P SR R e SRR -, e L |

antara kami ahll wars Almarhum dengan BTN dan Notaris Singalh di
Kantar Notaris Singgihy

3. Bahwa gugatan yang diajukan pare penggugat adalah tidak rasional
epablla  sekarang menystakan bahwa {elah dilakukan parfanjian

penyersan modal dengan almarhum Mur Hidayat dengan tanpa
menyebulkan kapasitasnya sebagal Direktur Utama PT. Aldi Wiiaya

padahal sartifikat coyek Jaminan herada diatas womplek Garuda Regensi
yang di bangun Oleh PT, Al Wiaya bekerjasama dengan Bank
Tanbungan Negara (BTN) padahal vang sebenarnya seharusnya para
Penggugal sudah mengetahul fakta tersebuf, sehingga jelas parz
Penggugst tiada berkuaftas mengajukan gugatan kepada Tergugat I-

. Bahwa sejak awal Penggugst %elah mengetahul siapa yang sebenamya
telah menerima dan menerma kidman uang sebagaimana dimakaud
dalam gugatannya pada posita 4 dan 5 gugatan para ;-énggut sedangkan .
kapasitas tergugat | hanya sebagai Isti darl Almarhum Bpk. Mur Hidayat
yang pada saat itu dalam kapasitasnya Dinut PT, Aldi Wijaya, sehingga
tergupat | tidak dapat dipersalahkan mengingat targugat | sama sekali
lidak menerma dan menyimpan uang milk para penggugat, sehingga
tidak ada hubungan hukum perdata antara tergugat | ;abagai ahli waris
dengan para Penggugat, karena Tergugat | bukanlah subyek hukum '
perjanjian kera sama penyerdaan modsl atau para pihak atau principal

dalam perjanjlan in casy;

7. Bahwa permohonan penyitaan yang dialukan Penggugat terhadap ubyak.
sebagaimana dimaksud posita 10 poin a, b, ¢ dan d adalah tidak
mempunyal dasar hukum karena Jelas Tergugat fidak mefakukan

perbuatan yang disangkakan oleh Para penggugat dan aan‘
¥ang diajukan penyitaan bukan harta milik tergupat | akan y . L

hekayaan PT. Aldl Wijaya yang fidak dijadikan subyek g

b 9 )
4 i
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fugatan para panggupal alah karena itu sita Jaminan yang diajukan aleh
porn Pangounat hares ditalak -

i Baten eelobitnya gugaton pora Penggugal sudoh soharusnya ditolak
marena lidak mempunyal alasan mempunyal alazan dan tidak mempunyal

danar hukim,
Dalam ckaspal ; .

1. Mongobulkon skeepsl Torgugat | uniuk selurubinya ;

2. Menyatnkan gugatan para Penggugal tidak dapat diterima ;
I
4. Membebasknn blays yang timbul kepada pera panggugat.

Dalam Pokaok Porkara &

1, Menolak gugatan para Panggugat untuk seluruhnya |
2. Menghukum parn pangguge! unfuk membayer semua bioya perkarn
dalam perkara ind,

3, Mambebankan blaya vang imbul kepada para penggugal

Dan apabila Majells Hakim Yang mengadili Perkara inl berpendapat lain maka

kaml mehon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatam lersebut, Tergugal 1V

mengajukan jawaban yang di datamnya terdapat Gugatan Rekonvens

sebagal berikut:

A. KONVENSI
I. DALAM EKSEPSI
1, EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.:
AFaRkny o
{Exceptio Onrechtmatig Of Ongegrond) by r A
[ i,y
B irl.,:?:?- op AT
By e
1 J'_“'"_q_ i
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1.1, Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV

dengon dasarhukum [Rechls Ground) Perbuatan Metawan Hukum, dengan

mendalilkan "tabwa selelah diakekan upayz hekeaigaan, didapsl fakla bafwa heempel
sertfieal ssbagaimana ferkwang dalam posta poin € fsfinya {lanah dan basgunan rumah permaner)
telah djminisan kepeda TERGUGAT IV dengan bankvan TERGUGAT IIf yang mana hal fersedul
marupakan parbusian melrwes hukum fukan qugetan wargrestasl, karna cbyek dar gupatan ini
diathken kepada phak ldn yaie TERGUGATRV, hal inl sebagaimana gugatan
PENGGUGAT point 8.

12, Namun demikian apabila dicermatl secara keseluruhan dalil-dafil
gugatan PENGGUGAT, maka pokok permasalahan gugetan
PENGGUGAT vang dipaparkan PENGGUGAT dalam dall gugatsnnya
lahih condong mengarah atau berfolus pada parmasalahan wanprestas), hal
ini sebagaimana lerbuld dai:

121, PENGGUGAT mendalikan bahwa permasaishan awal PENGGUGAT
dengan TERGUGAT |, TERGUGAT II, dan TERGUGAT Il bermula dar fidak

dipanuhinya prestasi pembayaran pengembalian pnicﬂl-c dan keunbangan
sehagaimana dienfukan dalam Pedanfian Kejasama Penyertaan Modal
antara PENGGUGAT dengan am. Nur Hidayat / suami TERGUGAT |
sebagaimana tercantum dalam Alkda Pefanfian Penyertaan Modal Mo, 95,
1.2.2. Bahwa dalil Gugatsn PENGGUGAT point 1 sampai dengan pomt 7 secara
kesaluruhan menceritakan lerkad prestasiprestasi yang felah digkukan
PENGGUGAT higala TERGUGAT fyang berupa pe.nyem:rﬂﬂ modal sebesar
Fp. 1.000.000.000,- dan disisi lain juga mencaritakan terkait tidak dipenuinym
prestasi darl TERGUGAT | kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT
mengaiami kenuglan. Hal inl membuktikan bahwa sebaglan besar dafdail
gugatan PENGGUGAT berfokus pada permasalahan FH“W 3 dan

ELER

kerevafiban Perjanjian Kedasama Pemyertaan Modal. : ﬁ'g-',:' 5 ﬁr"E:-.,
ﬁ-ulr"* g %':I.
ii s i I:"|!

e . "l'l, | oA M
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123

1,2.4.

13

1.4

Bahwa petium ke-3 PENGGUGAT yang meminta ‘menjatakan sahiya perariian
penyertaan modal no. 56 langgal 27 Ckiober 2014 vang dRandatangai olsh Penggugal 1l dan
Tegusal | beserls Aim. Murhidayel dhadpan Tergugel 117 Menunjukkan bafmea
sehenarmya pokok permasalahan gugatan PENGGUGAT bersumber dan
tidak dipenubinya prastas! peraniian payedaan medl

Bahwa pelitum ke-5 PENGGUGAT yang meminta "menghekom Para Tenguga: umi
membavar kerugian Para Pangguget yaits sebesar Rp. £40,000.000 {detapan rshus empl pulub 2
npiah). , B ahwa besamn kengian Pera PEMGGUGAT sebesar Rp.
B40.000.000 -, yang tardif dan pengempaian modal Rp. 700.000.000.- dan
keuntungan sebasar Ap. 140,000,000, merupakan keruglan yang besaran
nominanya sebelumnya telah dtenfukan dan disepakal dafam Peganfian
Kerjasama Penyeran Meodal Dengan demikian pada prinziprya gugatan
PENGGLUGAT berickus pada pemenuhian prestasi Peanjian Kerasama
Peryertaan Modal. |
Bakwa TERGUGAT IV menilsi batvwa dalldall PENGGUGAT sehagaimana
ersebt di @tas Isartgaﬂah fdak jelas OBSCUUR LIBEL. disaty sisi
PENGGUGAT mendalian gugatanmya atas dasar Pemm'lsn Melawan
Hulasn, nemun disisl lain secar kesehauhan fukm'ldau‘i dafl gugatan
PENGGUGAT labih berfokus pada pemmasalshan Warfprestasi

Balwa TERGUGAT IV menilal dail gugatan PENGGUGAT dengan pamilhan
dasar hukum Perbuatan Metawan Hukum bukan wanprastasl, hanyalah
eabagai alasan. alasan yang sengaja dibuat eleh PENGGUGAT agar dapat
menarik pihak TERGUGAT IV sebagai ssish salu pTI'LIak terqugat dalam
qugatan. Hal ini mengingat sebagian besar dali-dalil gugakan PENGGUGAT

lebih fokus membahas mengenal wanprestasi dan lunlian FEmEnLiEn

i, sadangkan unsur-uns [
prestasi gkan u ur perbustan mekswan hukum s%i@_m?g?
didafikan PENGGUGAT pada point 8 qugatan sangatiah singldt dagnf
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tefadi adalah ke10 serifkat tersebut telah meonjadi agunan kredi kontraks
TERGUGAT IV sajak tanggal 29 Mel 2012, jauh sebelum ada Perjanjian
Kerjasama Pemyertzan Modal pada tanggal 27 Oldober 2014,

15, Bahwa mencampuradukan dall wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan

] tidak dapat dibenarkan. Mal inf sebegamana diegaskan dalam Putusan

1 Mahkamah Agung Mo. B78 K/PtM8S7 mengenal penggabungan

Warprestasidan FMH dalam satu gugatan. diglaskan balwa Penggebungsn

demkian melanggar iefa lacih beracers, afas alssen bahwa keckanya harvs disslesalian farsendm

Positz quostan meschsakan pads persnjan, akan tetagi dalam pedium menuntut

mengenai PLY, Konstuksl pugalen saperdl il dislal mangendung konfradiks| dan gugalan

chirpalshan ohyoar el fidsk jalas).

] 16 Selein putusan o stas, MA juga pemah mengelsran yurisprudens
mengenai masalah penggabungan inl, yau dalam Putusan MA No. 1875
KIPiMGE4 tanooal 24 Apd 1986, Dalem pufusan MA T dbutan:
*Fanggabungan qugstan perbusian melswan hukum cengsn pa'hmfarl'_mngf jani lidsk dapal
denzrkan dalam lsrdh beracera dan hams dizslesakan sacara farssrdld puls’.

17 Bahwa dengan demiian atas Gugatan den PENGGUGAT fersebud
menimbulkan kebingungan ‘snbipilss’ bagi TERGUGAT IV untuk memberikan
|awaban sehingga secarm hukum adalah  dibenarkan ke Gugatan
PENGGUGAT daiam parkara aqromeradi ksbur dan atau tidak jelas, karena
gugaten PENGGUSAT tidak jelas maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan
fidak dapat dibesima, (vida Yerispnudensi MAR] Nomer SE2KSRNETT langgal 18-12.4075).

2, EMEEPSI ERROR IN FERSONA
GEMIS AANHOEDAMIGHEID : PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL
STANDING (PERSONA STAND! IN JUDICIC) UNTUK MENGAJUKAN

GUGATAN, AR

WS

21, Bahwa suatu Gugalan harus diajukan oleh Pihak vang

kepantingan hukum yang kepentingannya ditanggar. Fﬂli‘lldlﬂ%@&hﬂrﬁ];

T
b

o f
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Pyoof, LR, St Mokt i, G, il bk *Hukm Atara Pardat
Telerrasder, 1illsd besbguib, o Borty, Yegyrkats, Pobiruad 2000, halarman
I1.:|.runuuf1ir¢.n11 vy ot leeginty g ey chn ek emempenyal dasar
Do il ey el limn sebagel dagse binfulan Rok, Bty g fuletan hok farua
syl bpeallogmy hokum gy ek, mwupaken syerel ofome“unlh dapal difnimaeya

E—

A sk Kol Pregidien gume efparivas; paind efinfivs, ol dnction”
22 Dol M. Yalys Herabop BH dalam bukunya "Hukum Acara Pardata
*l oty Ougelan, Porskdangan, Peryitann, Pembullion dan Putwsan
Mangudiian’ Colalan ketdushelas, Junl 2012, haloman 438 menegaskan
b clalismmy hal gugetan disjukan olh orang yang lidak mempoenyai hak dan
kopastn untuk menggugel, makn hal torsebut ndalah  dusar uniuk

mangajunn okaopal diskuniikos! otau germis aanhicadenigheld,
a9 [ohwa bordneorkan yurlsprudens Mahkamab Agung R, suslu gugalan
yanyy ciajuknn oleh pihak yong tkiak memiiki ubungan hukum dengan

nvanioh yang disangketakan hams dinyatakan ficalk d;’:pat ditetima (Ve

pudusan Matkoesah Agueng Ropuliik Indoneala Mo, 264 KSInOTY tanggal 7 un
WTY can Putusan Mahkomah Agung Bl Mo, 1520KPaE007, tanggal 20

Soptornbor 003),
24, Bodwan dakim KUMPerdala lolah eocats folas mengatul betvang sy

yang mondaikan suak Hak-nya harus membuktkan adanya kapentingan
iheurr) g diandmol adanya hubungan antam dirmya dengan Hak tersebut
ekt painial 1865 KUHPakiln difulp Selyy oy pary el i meogual sude |
hak, lne, genin meve puvkcan haknya sendiel, manown mombanlah sumhu fak orang o, menamian
paxls zusfu pansfins, dunibits membukiked odanps hish plse pedsbua Jorsebul.

26 Bahwa pada prinsipoye antarm PENGGUGAT dngen TERGUGAT Y tidsk
mamiik bubamgon hukum sama sekall, hal Inl rrrnnglrtna’lt' hubungas: hL'th‘L!rn
yang timbul dalam kaltannyn dengan parmasatahan Fﬁ:ﬁ&tﬁm;ﬁyu&r

l...I

_—

’-r-n—

i | k
b ! [ l' .
[ ||| . ,. .
[

-
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hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT | lereat cengan
pemenyhan palaksanaan pefanjian kejasama penysraan mgdal.

28, Bahwa mengngal fdak ada kaftan atau hubungan hukum  antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, maka pada prinsipnya Penggugat
fidak memilid Legal Standing (Parsona Stendi In Judicha) b
mengaiukan gugatan kepada TERGUGAT V. Hal ini mengingal
permasatahan dan kanugan yang dalammi PENGGUGAT adalah mumi terkait
fidak dipenuhimya pl'EﬂH;‘.’H dalam pedanfian kerfasama’penyertaan meodal
antarm PENCGUGAT dengan TERGUGAT |, oleh karenarya seharusmya
qugstan PENGBGUGAT lebh tepat hanya ditujukan kepada TERGUGAT 1
selaiy pihak yang tariat langsung dalam pedanjian, Hal ini sebagaimana ;
dtegaskan Pasal 140 KUH Perdata yang minentukan "Seaty pafanfen hatya

pevahy antsra plhaf-phsk ping mambuby, sual perarion ok dapal mambawa gl bapach
pihak-pibak hedga.

2 Perdassrkan dafi-dal terssbut di atas, maka sudah sepstutnya dan dapat |
dibenarkan secama hukum apebia TERGUGAT I mchen kepada Majels

Hakim Yang Mula agar Gugstan PENGGUGAT diolak atau setidaknya

g e = e e
'

dinyatakan tidak dapat drerima NO (Nie! Ontvenkelikeverkiagd).
3. EKSEPSISUBJECTUM LITIS : ORANG | PIHAK ¥YAHG DITARIK
SEBAGAl TERLAWAN TIDAK LENGKAP
31 Bahwa Mahkamah Agung Republic Indonesia secara konsisien selaly
mermiutskan fidak dopat dierma (risd onventheos verdsard) terhadap gugatan-
gugatan yang ryata-nyata kurang phak, yaill sehagaimana dapat diihat pada
heberapa puiusan Mehkamah Agung Rl yang antara lain eebaga beikut:
111, Puiusan Mahkamah Agung No, 201/K/SIp/974 tanggal 28 Januari

el AL,
by e 1
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I R B R W s 1

Susts gugatan yang Sdsk lngiep para ek, dongun pongortnn masih selagal crang
eranglbadan haium (s yang hews ot clouged, etap sk dikation, maka gugatan comibinn
dinyataan fdok dapst ifring." '

312, Putusan Mahkkumah Agung Ne. 400/K/Pdt{984, tanggal 19 Jull
14985:

“Karens hubungan hukuer pang sosungoutnya adalab hutanghufang aars pangougal dengan amak

orquge, anak targugal lersebul barus o digugat

“Congan adsnys pamyalecn dod knakekdor, bafws seqais akibal dan resiko pambangenan proyek
peviokozn dan perkantsran fivea bot manject fangyusy faweb kotrakcr, Konvekior fersabof harys fuf

Agugal”
314 Putusan Mahkamah Agung Ne. S4B/K/PdU188 al 31 -
Agusties1 385

"Gupatan fidsk depal ditarima kersna dalam parkers inf penggugal sefanusra manggogal samuz aht

wirig almariom, bukan hanpa iginpa *
! 315  Putusan amah Mo. ZAIEMISIPMSE0, tanggal 37
! Marot1992:

“Gugatan kany dnpalaian Sdak dipa! dfeding, karens fidak semog ol warks fun! aatgs pfiak
oiakim parkaa

316

1008:

.l "'-"I-:' e ._'

it dafarm Qugatan fersebe krvans spabiy haf i ok iskutan, mate quﬁ?ﬁ mqumﬁmrah

1-1' =¥
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T P n Mahlkamah A 1028 i K] =% Fehruan
201
Tty plisen-slzasn frmebed Nt ene! Renedies, dawne Joder T2 Sk et meneanir

Py 20 melewpew hohen yanp berkin perfmheran serh ot e Fact dn
cibeecrartan, ey ferbold plak A Mtammyd Sty sabaelvpne yans saln s Semere

ez S besi o' beff e permbaries by b dt cpon el sabinspgmgel Feeggt e
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%2 Bahem Prol Sudikme Mertokusume, S.H. berpendasat, terdah phak-phek

yang berperkara dalam sengketa perdata, manisiasian bafwa sakurang-
5 kurangnya terdapat dua phak, yafu pihak Pelswean yang mengaiukan gugatan
dan pihak Terawan |. Phak-pihak tersebut menpalan piak Matenl, aena
mereks mempuyal keperfingan langsung di dalam pedem yang
bersangkutan, tetapl sekaligus juga merupakan pihak Fommil, karena

merakalah yang beracara di muks pengadilan;

3.3 Oleh karena itu, selain pihak yang berindak selaku Pelawan harustah
orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat
menurut Ihukum. begitu juga dengan pihak yang ditark sebagal
Terawan | harus orang yang tepat memilikl kedudukan dan kapasitas.

M. ‘Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acarm Perdata, Penerb Sinar

(Grafika, Halaman 113, menjelaskan - “Kekelinuan dan kesaizhan dalam

menark orang sebagal Tergugal, mengakibatkan gugstan '
menganding cacat formil. Akibat febih fanjut dan kecacstan larsebut

L- adalah gqugatan harus dinyatakan fidak diferima (WNigt O

- Verkisard / NGJ." 7 .,%D;-g

"_l 1 s i

T '|."“'-I ; :-'

1 *“’*" & ¢
4

y Y

-:wﬁ.F 5
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34. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT kurang plhak dalam

4.4.1.

menyoebut pihak TERGUGAT.

Bahwa pefiium gugatan PENGGUGAT point 6, PENGGUGAT meminta:

‘menghukum pars Teguget epabils tidak bisa membayer ganti kerugian
Parz Panggugal, maks difakukan eksekus! dan lslang terhadap harta

miitk Para Temgugst yaiiy ;

2. Bangunan rumah permanen dan segala sesuaty yang berada
dan wmbuh diatasnya Sertifikat Hak Mifk Ne. 1162 / Bayolangu,
luas 144 m? atas nama NUR HIDAYAT, sural ukur Mo.
00041/Boyelangui2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kee Girl,
Kab. Banyuwangl,

b. Bangunan rumah permanen dan segala sesuaty yang berada
dan tumbuh distasnya Serfifikal Hak Milik Ne. 1058 / Boyalangu,
luas 156 m?, atas mama NUR HIDAYAT, surat ukur Mo,
D001/ Boyolangw2013, ledetak di Kel. Bovolangu, Kec. Gin,
Kab. Banyuwangi;

€. Bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yang berada
dan tumbuh diatasnya Sertifikat Hak Milix No. 1118 / Boyolangu,
luas 102 m? atas nama MNUR HIDAYAT, surat ukur Mo,
00012/Bayolanguizi4, terietak di Kel. Boyolangu, Kee. Gir
Kakr, Bamyuveang

d. Bangunan rumah pemmanen dan segala sesualy yang berada
dan tumbuh diatasnya Serfifikat Hak Milik No. 1143 ¢ Boyalangu,

luas 112 m?, atas nama NUR H!DM"AT.' surat ukur Mo,
00027/Boyolanguf2014, terletak di Kel Bayaolangu m
x*t.

Kab, Banyuwangl; Dan hasinya diserahkan ﬁ:ﬂ%{;‘q
Cf 5
Penggugat sebesar Rp, 840,000,000 - 1 7

wﬁﬁ

Halaman 24 dorl 80 Putusan Nomor 27,807, s}?ﬁm«ﬁf;
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1432 Bahwa faktanya atas ke obyek Tanah dan bangunan sebagaimana
tersebut di ates bukan lagi haria millk Para TERGUGAT. Hal ini
mengingal atas ke-d obyek perkara fersebul tntah diparjualbelian oi=h
alm, NUR HIDAYAT (suami TERGUGAT lkepada nasabah debitur
KPR BTN sebagaimana diuraikan sabagal berikut:

&. Enfwe EH-E-' Seriifikat Hak Millk No. 1162 f Boyolangu, luas 144
m® ates rnama NUR HIDAYAT, surat ukur No
00041 /Boyolangu2014, 1eretak di Kol Bovalangu. Kec. Giri,
Kah, Banyuwangi, secara Sukum faah bersda delam penguasmin
fisik dan beralh kepamitksmnya kepada MASYITHA NURLETTE.

b. Batwa afas Serifikat Hak Milik No. 1058 f Boyolangu, luas 156

mi, atas nama NUR HIDAYAT, sural whur MNo.
0005 1/Boyclangw2013, terlatak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri,

Kab, Banyuwangl, secara hukum lslah berads dalam panguasasn |

sk dan beralh kepemikannys kepads NUR INAYAH.
c. Bahwa atas Seriifikat Hak Milik No, 1118 / Boyelangu, luas 102

m?, atas nama MNUR HIDAYAT, sural ukur RNo
0001 2/Boyolangu/2014, teretak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir,
#ab. Banyuwangi, secara hukum felah bevads dalam penguasaan
fisie dan borath kepemitkannye kepada DESI NURHAYATI.

¢, Bahwa afas Serdifikal Hak Milik No. 11437 Boyolangu, luas 112
ne, atas npama MNUR  HIDAYAT, syrat ukur  HNo.
D0027/Boyolangw2014, terlelak di Kel. Boyolangu, Kec. Gin,

Kab. Banyuwangi, sscara hutum felah berada dalam penguasaan

fisik dan berslih kepamilkannys kepads PRAYOGI ADINOTO
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dan lelang dari PENGGUGAT dikabulkan majelis hakim. Hal ini
mengingat ke-4 debitur KPR di atas merupakan Subyek Hukum yang
berdiri sendiri-eandiri dan telah membali obyek perkara melalui fasilitas
KPR serfa menguasai secara fisik ke- 4 unit kavling yang berbada-beda
satu dengan lainnya,

344, Bahwa berdasarkan urafan di atas, meka kami mohon kepada Yth,
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara inl untuk dapat
menyatakan bahwa gugaten PENGGUGAT ditolak atau selidak-tidaknya
tidak dapat diterfima NO (Nief Onivenkeijfheveridaard). .

Berdasarkan dalil-dalil tersabut di atas, make adalah sudah sepatutnya
dan dapat dibenarkan sacara hukum apablla TERGUGAT IV mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mengabulkan stau menerima Exsepsi
TERGUGAT IV dan menyatakan bahwa Gugatan Para PENGGUGAT fidak dapal

diterima (Wit anfvankelive verklaardNC),

. DALAM POKOK PERKARA:

Majells Haxim Yang Mulia, di samping eksepei-eksepsi di stas,
TERGUGAT IV dalam hal ini juga menyampaikan Jawaban Dalam
Pokok Perkara ates Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak TERGUGAT IV menolak seluruh dald-daiil Gugatan
FPENGGUGAT h:elmuan untuk hakhal yang diakui s:m:ara tegas cleh
pihak TERGUGAT IV.

2. Bahwa semua yang TERGUGAT [V kemukakan pada bagian eksepsi
digtas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan bagian pokok perkara Inl.
|

3. Bahwa TERGUGAT IV adalah salah satu Bank yang heqer‘a}t m.]ia;n
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Pembangenan Froyek Perumahan untuk Developer/Pengembang dan
Femblayaan Kredit Pamilikan Rumah untuk masyarakat,

4. Bahwa SEKAR KEMUNING mantan lstrl almarhum NUR HIDAYAT
selanjutnya disebut TERGUGAT | dalam pokok parkara merupakan
pihak yang diberi fasilitas kredit pembiayaan proyek sehingga sefuruh
serfifivat yeng ada di Perumahan Geruda Regency (termasuk
didalamnya merupakan obyek sengketa) adalah Jaminan kredil pada

TERGUGAT V.

3. Behwe ferkaft kronologls fakta hukum obyek perkara menjad) agunan

kredit kansirulksi pada TERGUGAT IV dapat dijelaskan sebagai benkut,

?5.1. PT. Aldy Wijnya mangajukan pinjaman Kredit Konatruksi pada Bank
BTN KG. Jember untuk pambangunan perumahan Garuda Regency
Boyolangu Banyuwangl dengan plakn kedf Fp 7.500.000.000- {Tuash Milyer Lima
Palus Juta Rusiah), akad krecil tanggal 29 Mai 2012 dihadapan Motaris Singgin, |
SH.. MHKn sebagaimana diuraikan dalam Akta Peranjian Kredi
Momor: £7 tanggal 31 Mei 2012,

5.2. Bahwa berkaitan dengan susunan pengurus PT. ALDY WIJAYA, NUR
HIDAYAT dan SEKAR KEMUNING (TERGUGAT |} berkedudukan
eahagai Direkiur dan Komisaris pada PT. ALDY WIJAYA,

5.3. Bahwa guna menjamin pelunasan pinjaman kredit Konstruksi FT, ALDY
WilAYA pada Sank BTN KC. Jember (TERGUGAT V), seluruh unil-
unit kaving bangunan perumahan Garida Regency Bayolangu
Banyuwangi yang pembangunannya dibiayai kredit konstruksi dijadikan
Jaminan kredit

5.4. Bahwa kemudlan, Pada tanggal 20 November 2013 melalui Surainya
Nomor @ 133/AWPS-BTNAC2013, PT. ALDY WIJAYA méﬁ&;fﬁﬁ.@p

penambahan ptafon kredit konstruksi KYG sebesar Rp. 1. T?p{ﬁ:ﬂﬂﬂ""'
SR h

j%éflﬂ e
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perusahaan yang balk pada saat itu disertai performa penjue..,
prestasi provek yang memadai, maka disefujui ]:leqa'rntmhan plafan
sebesar Rp, 1.000,000.000,-

6. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT point & yang
mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum karena obyek dan
gugatan ini dialihkan kepada pihak lain yaitu TERGUGAT IV, menganal
hal ini TERGUGAT IV akan menanggapi hal-hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa fakta hukum yang sebenamya lerjadi adalah ke-10 serifikat
obyek perkara sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point 2 b hal.
2.TELAH menjach agunan kredit konfruks! TERGUGAT_{V seiak tanggal
28 Mei 2012, jauh sebelum ada Perjanjian Kerjasama Penyertaan Medal

antara PENGGUGAT denpan TERGUGAT | yang disepakali paca

tanggal 27 Okiober 2014,

Bahwa terdapat indikasi pengﬂwﬂ kredit oleh saudara %
Singgih Kumiawan, S.H.. M.Kn. (TERGUGAT Il) selaku Motaris yang
ditunjuk oleh TERGUGAT IV untuk mangurus penyelesaian dokumen
sertifixat jaminan mulai darl pemecahan / splitzing sertifikat induk serta
mengurus pemasangan Hak Tanggungan atas seriifikat hasil
permecahan. Mengenai hal ini, adanya dugaan persekongkalan antara
Alm, NUR HIDAYAT dan TERGUGAT | beketjasama dengan
TERGUGAT Il unluk menjaminkan kembali sertifikat yaeg telah menan
agenan TERGUGAT IV kepada pihak ketiga guna memperoleh pinjaman
_,rx.lbam.
,-"_I Ey,laafma atas dugaan persekongkolan penggelapan vang dilakukan oleh
i TERGUGAT | dan TERGUGAT | tersebut, maka TERGUGAT IV telah
melakukan langkah hukum berupa proses palapnfﬁéﬁﬁaﬂa
PENGGELAPAN BARANG JAMINAN sebagaimana r/ _ ;m@l
na i :.

=« 1
Pasal 372 KUHP kepada POLRESTA BANYUWANGIS | W™ 1

] ' % 11 ri!""'f::"'f
Holomen 28 darf 80 Putusan Nomar 27/PD TMW
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6.4. Bahwa dengan uraian diatas terungkap fakia hukum bahwa Perjanjian
Kredit BTN LEBIH DULU darpada Peganfian Kegasama antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT | Dan dengan dikuesainya ke-10
sertifikat jaminan torsebut peda Penguasaan PENGGUGAT, maka
rayaidnkan bahwa TERGUGAT | dan TERGUGAT Il cluga teleh melakuukan
tindak pidame penggelepan beming Jjaminan afay  den praspekiif
keperdalaan  perbuatan  penggelapan  barang jaminan  dapat
dikategorixan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana
dimakawd dalam Pasal 1386 KUHPerdata.

&5. Bahwe berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa

penguasaan [

WMM
TERGUGAT | dan Tl

7 Bakwa seluruh sedificat yang disebutkan dalam -posita gugatan
PENGGUGAT point 2 dan point B keseluruhannya adalah jaminan
TERGUGAT IV, Cieh karenanya, jelas bahwa posita PENGGUGAT paint 8

yang menyatakan ket seriifikat sebagaimana tersebut dalam posita

point & diafihkan kepada pihak fain fidak terbuldi dan tda i dengan
fakia yana sebenamya, Hal inl menginget fakda yang sebenamya tarjadi adalah
seriifikat tersebut telah meniadi jaminan kredit pada TERGUGAT [V jauf

sabedum diagunkan kembali pada PENGGUGAT olsh TERGUGAT | dan
TERGUGAT I,

8, Bahwa faktanya atas ke-4 obyek Tanah dan bangunan sebagaimana
tersebul dalam dall gugatan point B, TIDAK lagl harta mitk Para
TERGUGAT. Hal inl mengingat atas ke-4 cbyek perkara tersebut telah
diperjuaibellkan oleh alm. NUR HIDAYAT (suami W
kepada nasabah deblur KPR BTN sebagaimana di
berikul.

,?

-Holarman 29 dari 80 Putusen Nomor 27/P0T. wﬂyw
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Bahwa atas Sertifikat Hak Milik No. 1162/ Boyolangu, fuas 144 nf, atas
nama NUR HIDAYAT, surat uker No. 0004 1/Boyalangu/2014, terlstak
di Kel. Bayolangu, Kec, Giri, Kab. Banyuwangi, secara hukum frish
bareda dafam penguasasn fisk dan beroth kepemikennya kepeds
MASYITHA NURLETTE. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Ak Jus
Bak No ; S93A.8/V12014 Tanggal 11 Junl 2014 Notaris Singgih Hitmiavan,
SH, Mkn.

8.2. Bahwa afas Sarlifikat Hak Milik No. 1058 / Boyolangu, luas 158 m2,

atas nama NUR HDAYAT, soref vher No. 0005 Boyolangu@0dd, farsfak & Fal
Eoyolange, Kec. Gid, Kab, Beyywwang, secara hukum telah berads dalam

penhuasaan fisik dan beralih kepemilkannya kepada NUR

INAYAH. Hal inl sabagaimana dibuktlkan dengan Akta Jual Bal
No : 590/AJBAUI2014 Tanggal 11 Juni 2014 Netaris Singgin
Kurniawan, SH., M.Kn, e

8.3, Balwva atas Serfifikat Hak Milik Mo. 1118/ Boyolanguy, luas 102 m?,
alas nama NUR HIDAYAT, sorsd sk No. 000128ayolengwds, ferelze & Fel
Beynlingy, Kes, Gi, Ksb, Benyewany!, secara hukum telah berada dalam
penguasaan fisik dan beralih kepemilikannya kepada DESI
NURHAYATI Hal ini sebagaimana dibukiikan dengan Akia PPJB
Mo : 120 Tanggal 26 Agusius 2013 Motaris Singgih Kumizwan,
SH., M.Kn, :

8.4, Bahwa atas Sertifikat Hak Milik No, 1143 / Boyolangu, luas 112 m?,
atas nama NUR HIDAYAT, sural ukur No, 00027 Boyolangu2014, farafat & #2!
Boyolangu, Kec, Gr Keb Baumeng, secara hukum telah berada

dalam panguasaan fislk dan berath kepamifkannya kepadz PRAYOGI ADINDTD
AT

Hal il sebagaimana dibukfikan dengan Akta Juﬂ?ﬂﬁﬁ;ﬁ'ﬂ. :
) WA Ty

Ly

580/AJBAN2014 Tanggal 11 Juni 2014
Kurniawan, SH., M.Kn.
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. Babwa selaln Hu ked obyek Tonah dan bangunan sebagaimana

barsobul pada point 8, dibell oleh parn konsumen dengan menggunakan
faslitos Kredit Pamilikan Rumah (KPR) darl TERGUGAT IV dan oleh
korenonya  Jugn borstalus  sebogal jaminan  kredit KPR pada
TERGUGAT IV, Hal inl sabagaimana diuralkan scbagal berikul ;

1.1, Bt afes Sorfifikal Hok Milik Mo, 1162 { Boyolangu, luas 144 m*,

ntos namn NUR HIDAYAT, surat ukur Mo, 0004 1/Boyolangu/2014,
forlatak dl Kel Boyolangu, Kec. Gid, Kab., Banyuwangl. lelah
arjact agunan kroct KPR an. dabitur MASYITHA NURLETTE. Hal
il sobagaimana dibuktian dongan Akde Pedgonjien Krodi KPR No |

0003020130627000011 Tanggai 27 Jumi 2013,
0.2. Bafwa ales Sertifikat Hak Mifik No, 1058 / Boyolangu, luas 158 m?,

atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No, 00051/Boyolangu/2013,
1orietak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, felah .
monjach agunan kedd KPR an. debfur NUR INAYAH. Hal ini
sebagalmana dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit KFR No .
0003020130117000028 Tanggal 23 Januari 2013.

8.3. Bahwa atas Sertifikat Hak Millk No. 1118 / Boyolangu, luas 102 m?,
atas nama NUR HIDAYAT, surst ukur No. G00128ayalinguZ014, lanelak of Kal
Eoyofangu, Koc. G, Kab, Bapuwangl 1elah menjadi agunan kredit KPR an,
debitur DES! HURi;fﬂ‘r"ﬂE Hal Ini sebagaimana dibuktikar
dergan Akta Pajanisn Krecit KPR No: 0003020130824000004 Tanggal
26 Agustus 2013,

8.4. Bahwa alas Serifikat Hak Millk No, 1142/ Boyolangu, luas 112 m?,
atas nama NUR HIDAYAT, sursf ukur No. 00027Boyciangu2014, lerlatsk of Kel
Buyalengy, Koc. Gir, Keb. Banyunengs, telah menjadi agunan kﬂylﬁ?

debitur PRAYOGI ADINOTO. Hal ini sebagaimg d t,
i3] Vgl
i | S
|_I h \"\.'I
# E Lo [ e e e el I '\-.. E‘ Ttﬁ} '.I.
- i ' . o L) ",-F,F."h"'l{"' o -:_.
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dengan Akta Peranjian Kredit KPR Mo ; 00030201 30808000004
Tanggal 10 Mei 2013,

10, Bahwa mengingat ke-4 obyek perkara fersebut pada point & adalah
Ageran - TERGUGAT /V yang mana merupakan jaminan  kredit
pembiayaan konstruksi PT, Aldi Wiiaya serta jaminan KPR debitur PT.
Bank Tabungan Megara, maka TERGUGAT IV mohon kepada Majelis
Hakim unfuk Wdak mengabuken permohonan PENGGUGAT  unfuk
meletakkan S&a Jaminan alas lanah dan bangunan,

11.Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Dalll Gugatan Penggugat
point & yang menyatakan hebwa olsh kirwna akibal ded perbwaten para Temuga! farssbu!

di plas, Pary Panppugs! mencirla kerugian malenl fole! ssbassr Rp. BALODOO00- . Hal ini

mengingat permasalzhan dan kerugian yang dialami PENGGUGAT
;,_ adalsh mumi terkait tidak dipenuhinya prestasi dalam Penanjian

Kegasama Penyertaan Modal antara PENGGUGAT denganl

i

TERGUGAT |, aleh karenanya seharusnya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT
labi tepat hanya diujukan kepada TERGUGAT | selaku pihak yang terikat
'_ langsung dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 1340
KUH Perdata yang menaniukan “Suatu pajanian hanys bershy enlara piak-pihak
yang membisinys, sl paraniian dick dapat membawa rug kspeds pihak-pinak kefing. Denoan
demikian petitum PENGGUGAT point 5 perhal 1untiJlar| pembayaran
aantl rugi kepada PENGGUGAT fidak berdasar diajukan kepada
TERGUGAT V.
12.Berdasarkan hakhal tersebut di atas, TERGUGAT IV mohon mahon
kepada Majelis Hakim Yang Multa agar seluruh daii-dalil PENGGUGAT
dalam Gugatan a quo ditolak afay setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima (miat ontvenkeljik verddeard),
B. DALAM REKONVENSI

1. Mohon dalam rekonvensd ini ;
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. Balvwa segala dalll-dafil yang telah dkemukakan oleh PENGGUGAT

v TERGUGAT IV dalam KONVENSI disebut sebagai
PENGGUGAT REKONVENSI;

¥ PENGGUGAT | datam KONVENSI disebul sebagal TERGUGAT

| REKONVENS!;

PENGGUGAT Il dalam XONVENS! disebut sebogal TERGUGAT

| REKONVENS!,

+ Uniuk setanjutrya TERGUGAT | REKONVENSI dan TERGUGAT I
REKOMNVENSI dsebut TERGUGAT REKONVENS!,

REKONVENS! dalam konvensl di atas merupakan salu kesatuan
yang tak terpisahken dori begian Rekonvensi inl, oleh karena it
mohon dianggap dinyatakan dan dipergunaken kembali untuk alazan

gugatan dalam Rekonvensi,

Buhwa mengingat faktanya atas ke-4 cbyek perkara secara hukum
adslah berstatus sebagal agunan kredit hurﬁuuhsil dan kredit KFR
pada PENGGUGAT REKONVENSI, dan mengingat pula telah terjadi
peralihan kepemilkan kepada Ke-d nasabah debitur KFR
sabagalmm;a diuraikan sebagai berikut
3.1 Bafwa atas Sertifikat Hak Ml Mo, 1162 / Bgyelangu, luas 144
mi, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur Ne.
00041/Boyolangu2014, teretak di Kel, Boyolangu, Kec. Gin,
Kab. Banyuwangi, secara hulum lelsh berada dalam pengussaan
fizil; dan boralih kepemitkanmya kepada MASYITHA NURLETTE.
3.2. Behwa atas Sertifikat Hak Milik MNo. 1058 / Boyolangu, luas 156

mi, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.
00051/Boyolangu2013, terletak i Kel, amlamu:ﬁ@?%
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3.3, Bohwa atos Sortifikat Hak Millk No. 1118 / Boyolangu, luas 102
mi, ales nama NUR  HIDAYAT, sural  ukur Mo
0001 2/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Keo. Gin,
Kab. Banyuwang!, secers hukum folah bernds dalam penguasaan
fiik cian beraih kepamiikanya hopada DESI NURHAYATI.

1.4 Behwa atas Sertifiat Hak Miilk No. 1143 / Boyolangu, luas 112
. aas nema NUR HIDAYAT, sut ukur No.

00027/Boyolangui2014, terotak di Hel. Boyolangu, Kec. Glr,
Kab. Banyuwangi, secas hukum {odah borada CoEM CanguUasss”

Fetk cian beraih kepemitantys kepeds P YOG ADI

Maka, sudah selayakrya mohon majelis hakim menghulkum
TERGUGAT REKONVENS! untuk menyerahkan k-4 serifikat obyek
H agunan fersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI gelaku pihak

yang sah dan bethak 228 penguasaan ke sedifikat agunan tersebut.

] ' 4, Bahwa penguasaan plhak TERGUGAT REKONVENS! atas ket
sariifikat Obyek Perkara tersebut {idak gah dan cacat hukum. Hal ini
mengingat TERGUGAT REKONVENS! menenma ket sertfiat Obysk
I Pekara fersebut didesarkan atas adamfa PERBLUATAN MELAWAN
HUKIUM yang manyertainya, Dalam hal ini, TERGUGAT REKONVEMNSI
leiah Eilai da ima nEn na fima al
inan sal hasil EE]L idana
keghaton penggelagan. Hal i miambakdikan TEF'.GLIE:AT REKONVENS!
talah lalai dengan ftidak medakukan pengmkm_-; terlebih dahidu
i tarhadap ‘okasi fisik jaminan sabalum TI'HI'IErllTIéI obyalk perkara
T sebagal jaminan, e T

5 Bahwa aleh karena gugatan PENGGUGAT REKD

atas bukii-bukti otentik yang tidak dapat disangkal Ia na |

Scanned by CamScanner


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-

oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka putusan ini memenuhi syarat

hukum untuk dinyataken depet dialankan terlebih dahulu
(ultveerkaar bi] voorraad) sesual Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun
ada bantahan, banding, atau kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI
&. Selain daripada itu, guna menjamin agar TERGUGAT REKONVENSI
menjalankan putusan datam perkara ini, maka PENGGUGAT
REKONVENS! mohen pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadifi perkara ini apar
TERGUGAT REKOMNVENS! dihukum uniuk membayar uang paksa atau
dwsnguam sebesar Rp.5.000.000 (ima jute rupiah) kepada PENGGUGAT
REKONVEMNS! untuk setiap hari keterlambatan apabiia TERGUGAT

REKONVENS! tidak menjalankan/ melaksanakan putusan perkara ini.

. Bahwa cleh karena TERGUGAT REKONVENSI merupakan pihak yang
hersalah dalam perkara ini akibal metakukan Perbuatan Melawan |
Hukum, waiar apabila kepadanya dibebanf ualuk memenggung selunh Baye yang

ti'mbul daiam perkara ini.

Bardasarkan seluruh uralan yang telah disampaikan TERGUGAT

+ i
g I | PENGGUGAT REKONVENSI tersebut diatas, TERGUGAT IV |
i :
-’J: PENGGUSAT REKONVENS! mohon kepada Majelis Hakim pemertiksa

perkara Momer 27/PdtGI2017/PNByw di Pengadilan MNeger

Banyuwangi berkenan menjatuhkan pulusan sebagal berikut:
PRIMAIR
A. DALAM KONVENSI

|, DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT IV

safuruhnya;
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2. Menvyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknyna tidak

dapat diterima datam putusan sala (pov).

I. DALAM POKOK PERKARA

%

2,

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk saluruhnya;

Mengabulkan jawaban TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

Menyatskan bahwa TERGUGAT I fidak terbukti melakukan
Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT dan lidak

membawa kerugian b_i!gi PENGGUGAT;

. Menyatakan sah secara hukum Peranjian Kredil Pembiayaan

Konstruksi antara TERGUGAT IV dengan PT. ALDY WIJAYA
sebagaimana diuralkan dalam Akla Perjanjian Kredit Nomer: 47
rarggal 31 Mei 2012 yang dibuat dihadapan notarts Singgih, SH..

LK.

. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

(KPR} alas 4 obyek Perkara. Sebagaimana diuramanl's&bagai barikut:

5 4. Bahwa atos Serifel Hak MK No. 1152 Bayolangy, fuss 144 %, alas nama AUR
MIDAYAT, seral oker No.0V0#1/Boyolangu/2t4, berfelak i Kel Bopeiange, Kpe Gin Kah
Bamuwargi, telah menjadl agunan kredit KPR an. debilur
MASYITHA NURLETTE. Hal inl sebagaimana dituktikan
dengan Akta Perjanjian Kredit KPR No : 0003020130627000011
Tanggal 27 Juni 2013

52  Bghwa alas Sarfifivst Hak Milil: No. 1058/Boyolangu, luas 156 me,
atas nama  MUR  HIDAYAT, surat  ukur  Noo
00051/Boyolangu/2013, terletak di Kel. Buynlangu. Kec. Giri,

Kab, Banyuwangi, telah rmenjacl agunan kedt KPR an. debitur

MUR INAYAH. Hal inl sebagaimana dibuldisn dﬁgﬁhrﬁ:,ﬁm
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5.3, Behwa sfas Sertifikat Hak Milik No, 1118/ Boyolangu, luas 102
mi, atas nama NUR  HIDAYAT, surat ukur Mo,
0001 2/Boyolangui2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir,
Kab, Banyuwangl, leial menjacl agunan kredit KPR an, debiur DESI
NURHAYATI. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Akta
Perfanjian Kredit KPR No: 0003020130824000004 Tanggal 26
Agustus 2013,

5.4, Bahwa atas Serifikal Hak Millk Ne. 1143/Boyelangu, luas 112 m?,
atas mama NUR  HIDAYAT, surat ukur  RMo,
00027/Boyolanguf2014, terletak di Kaf Boyolangu, Kec. Giri,
Kab. Banyuwangi, tslah menfsdl sgunan kredi:HPAR an debiur
FRAYOGI ADINOTO. Hal i sebagaimana dituktikan demgan

12 Perjanjian Kredit KPR Mo @ 0003020130508000004 Tanggel
10 Mei 2013,
§. Menyatakan sah Akta PPJE dan Kepemilikan Debitur Sebagaimana
diuraikan sebagal berikut:

6.1 Bahwa atas SafifRal Hak MOk No. 1162Bayolangy, lues 1&4 mi, afas nama NUR
HIDAYAT, sural ubur Mo, 0064 1/ Beyeiangui20 )4, ferfelak i Kel Boyodangu, Hee, G Kab.
Bappwang| secara hukum lelah berada dalam penguasaan fisik
dan beralh yepemifanye kepada MASYITHA NURLETTE. Hai ini
sebagaimana dibukfiken dengan Akta Jual Befi No
RaialBNVIZ014 Tanggal 11 Juni 2014 Notaris Singgih
Kurniawan, SH., M.Kn,

62 Bahwa afes Sertifikat Hak Milik No. 1058 / Boyolangu, luas 156

m?, atas nama NUR HIDAYAT, suwal ukur No.
00051/Boyolangu/2013, terletak di Kel Enyulangu’-’ffﬁ;ﬁ;‘.fsi;i
Kab. Banyuwangi, secara hukum taiah berads da@ﬂﬁ ngggj@mn
fsik clan beraih kepemikannya kepada NUR | gf

.-"! 4 g j"*u
L' < oKl 1:| .
hﬁmi?daﬁﬂﬂ#ﬂ!ﬂmﬂmi?ﬂﬂﬁ?ﬁhﬂfﬂ&pw
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6.3

&4

sebagaimana dibukdikan dengan Akle Jual Bolf Mo | So0AJEAL2014
Tanggal 11 Juni 2014 Notaris Singgih Kumiswan, SH, M¥n
Batvwa atas Serifial Hak Mk No. 1718 Boyolangy, Juss 792 o, afac nama HU
HIDAYAT, swral whwr Mo, 0001 2B0polenqw20 4, Indsia of Kl Bapolangu, Fee. Gt Fa2
Banywweng, secara hukum felah berada dalam penguasaan fisi
dan beralih kepemilikannya kepada DEST NURHAYATI. Hal ini
eabagaimana dibukiican dengan Akta PPJB No: 120 Tanggal 25
Agustus 2013 Notaris Singgih Kurniawan, SH., M.Kn

Gakwea atas Serfifikat Hak Milik No. 1143/Boyolangu, luas 112 m,
atas nama NUR  HIDAYAT, suat ukur No.

]
00027/Boyolangu/2014, terietak di Kel, Beyolangl, Kae, Gir,
Kab, Banyuwwangi, secars hukum felah barada dalam panguasa

sk dan baralf keperniikarya kepads PRAYOGI ADINOTO, Hal
ii sebagaimena dibuktikan dengan Akta Juai Beli No @

5E0MAJBNIZ014 Tanggal 11 Jumi 2014 Wotaris  Singgih

Kumiawan, SH., M.Kn.

7. Menyatakan TERGUGAT IV adalah pihak yang berhak sebaga

pemegang jaminan Tanah dan bangunan, sehagaimana diuraikan

sebagai berikut:

71

.2

Sertifikat Hak Milik Mo, 1162 / Boyelangy, luas 144 mi, atas
nama MUR HIDAYAT, surat ukur No. 00041/Boyoiangu/2014
jarletak di Kel. Boyolangu, Kec. Girl, Kab, Banyuwangt, $6£ar3
hufmum  felah borada dalam penguasasn fsk  dan  bem
kepemiikannya hepade MASYITHA MURLETTE.

Sprifikat Hak Millk Mo, 1058 ¢ Boyolangu, luas 158 m?, atas

nama MUR HIDAYAT, surat ukur No. DU{l51fE-npr§ﬁEuEﬂJE_

terletak di Kel Boyolangu, Kec. Gin, Kab. Earyuifn

J

".mﬁ'?f

Maloman 38 dard 80 Putuson Nomor E?J'TDT

5

'I.
f. -a
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hokum  lelah  berada delam penguassan fBk dan  beraih
kepemilikanmya kepada NURINAYAH.

7.3 Serifiat Hak Millk No. 1118 / Boyolangu, luas 102 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surst ukur No. 00012/Boyolangu/Z0i14,
terletak di Kel, Bovolangu, Kec, Giri, Kab. Banyuwangi, secara
hifwn  feleh bemds dalam penguaseen fiskk dan  berath
vepemiikannya kapada DESINURHAYATL

74 Serdifikat Hak Millk Mo, 1143 | Boyolangu, huas 112 m?, atas
nama NMUR HIDAYAT, surat ukur No. 00027/Boyclangu/20n4,
erletal di Kel. Boyolangu, Kec. Girl, Kab, Banyuwangi, secam
hulim  felsh barsde dalem  penguassen fisk dan  baaff
kepemilkannya hepada PRAYOGIADINOTO.

B. Menaolak permohonan sita faminan (consarvafoir besiag) yang diajukan
PENGGUGAT ates Tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan
sebagai berikut:

B4 Bakhwa sles Sertifikat Hak Milk No. 1162/ Beyolangu, luas 144
m! atas mpama MNUR HIDAYAT, sural ukur  No.
00044 /Boyolanguw2014, terlatak di Kel Boyolangu, Kec. i,
Kab. Banyuwangl, sacars hukum felsh berada dalam penguasaan
fsi dan beraith kepemiliannyu epada MASYITHA NURLETTE.

82 Behwa aiss Seriflkat Hak Mifik No. 1058 / Boyctangu, luas 156
m?, atas nama NUR HIDAYAT, sumt ukur No
00051/Boyolangu2013, teretak di Kel Boyolangu, Kee. Gin,
Kab. Banyuwangi, secara hukum talah berada dalam penguasssn

ik dfan beralh kepemilkannya kepada NUR INAYAH
83 Bahwa alas Sertifikat Hak Milik Mo. 1118 / Boyolan 02

g
mi: afas nama NUR HIDAYAT, swa &y

00012/Boyolangui2014, tedetak & Kel. Boyoizjal.
=

L

J 1
| SRS

Molamen 35 dord §0 Putusan Hﬂmwz?ﬁﬂﬁﬁ?.i'ﬂz;ﬂ!ﬁﬂrw
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Kab. Banyuwangl, secara hukum falsh beradla dalam penguasaan

fislk clan borath kepemikanmya kopads DESI NURHAYATI,
8.4 Bahwa afas Sertifikat Hak Miik No. 1143 / Boyolangu, luas 112

m? atas nama NUR HIDAYAT, sural ukur Mo
00027/Boyolangu/2014, terletak di Kel, Boyolangu, Kec. Gir,
Kab, Baryuwangl, secara fukum telan barads dalam parmguasasn
fisik dan beralit kspamilikannya kepada PRAYOG! ADINOTO
g, Menolak permehonan genti fugl dan uang paksa [deangmom) yang
diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV.

10, Manghukum PENGGUGAT unizk mambayar seluruh biaya yang tmbul

dalam perikara inl.

i B. DALAM REKONVENSI

1, Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI talah malakukan perouatan

melawan hukurm;

2 Menyaalkan cacat hukum / tidak aah secara hukum 1Eti'har:la1:| tindakan

penguasaan TERGUGAT REKOMVENSI atas ket serifikat obyek

parkara, sahagaimana diuraikan sabagai berkul:
94, Sertifikat Hak Milik No. 1152 | Boyolangu,

nama NUR HIDAYAT. surat ukur No. 00041/Boyolangui2014,

luas 144 m?, alas

sariatak di Kel. Boyelangu, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, secara I

memm@msaarﬂwmmm
kepemiliannya kepads MASYITHA NURLETIE.

2 2 Sertifikat Hak Milik No. 1058 / Boyolangy, luas 158 m?, atas
nam NUR HIDAYAT, surat ukur No. 00054/Boyolangui2013,

sarietak di Kel. Boyolangy, Kee Gif, Kab, Banyuwangi, s8ca=

' 7‘?&-—{
mmmrahnmmdadmm@mmmm ‘5’#@

kepermillannys kepaca NUR INAYAH. ]u EEE([’ £
: w, e ‘
-. o I.hh
[ L ' Halaman 40 dari 80 Fulusan Nomor 27/PDT. QJ}E’PJ'II‘ ,:ﬁr

Scanned by CamScanner


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3, Sortifikat Hak Millk No. 1118 / Boyolangu, luas 102 m?, atas
nama WUR HIDAYAT, surat ukur Na. 00042/Boyalangufz0i4,
terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir, Kab. Banyuwangl, secarm
fikwm  fefah  berads dalam  penguesaan  fsk dan  bemlh
kepamilikannya kepada DES] NURHAYATI,

2.4, Sertifilkat Hak Milik Mo, 1143  Boyolangu, lues 112 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No. 00027/Boyalangui2i4,
\eriefak di Kel. Boyolangu, Kec. Gir, Kab. Bampewang, secard

mukum telah berada dalam penguasaan fisik dan beralih

_ kepemillkannya kepada PRA YOGI ADINOTO
| 3 Menghukum TERGUGAT REKONVENS! untuk menyerahkan ka4

i gariifikat ohyek perkara, s&ha.gaimaﬁa diuraixan sebagai berikut:

E 9.4, Sertifikat Hak Milik No. 1162 / Boyolangu, luas 144 m, alas
pama NUR HIDAYAT, surat pkur Mo. 00044/Boyoiangw20i4,
A 1eriatak di Kal. Boyolangu, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, S2ca=
hummmﬂwwmmmmm
Kepemilkaniya yepata MAS (ITHA NURLETTE,

5 2. Serfifikat Hak Millk No. 1058 / Boyolangu, luas 185 m®, alas

nama MUR HIDAYAT, surat ukur No. no0s1/Bayclangui2013,
serletak di Kel. Boyolangu, Kee. Girl, Kab. Banyuwangi, secard
hutwm  felah  berads delom  pangLassEn fizi dan  bergin

kepemikannys kepada NUR INAYAH.

Sariifikat Hak Milk Ne. 1418 | Boyolangu, luas 102 m?, atas
ngui2014,

2.4,
nama MUR HIDAYAT, syral ukur No. 00012/Boyoa

tarietak di Kel Boyolangy, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, DES!

r NURHAYATI gl
| 2 "n'l" 3Las b,

34, Serifiat Hak Milk No. 1143 / Boyolangy, luss 11I_ i Chial
1 ukur Mo, nnﬂz?mw Enﬁ%}'*’ |%
T

3 i _J

narma MNUR HIDAYAT, sura

Holgman 41 dari 80 Putusan Nomar EFHPD‘.I'.G.-"E
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terletak di Kal, Boyolangu, Kee, Gir, Kab, Banyuwangi, secam
hukum lelsh berada delam penguasaan fisk den  bomibh
kepemikannya kepada PRAYOGI ADINOTO
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa
{dwangaom) alas keterlambalan peleksanaan pulusan ini sebasar
Fp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhar; 5
5. Menyalakan putugan ini dapat dijalankan lerlebih dahulu walaupun ada
perlawanan jversll bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan
kembali.
§. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar olaya

yang timbul dari parkara ini.

7. Menghukum TURUT TERGUGAT REKONYENS| untuk patuh terhadap

Pytusan ini;

SUBSIDAIR

Anablla Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara inl berpendapat

lain, TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mehon puilusan

yang seadil-adinys fiex aequoel ol
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat |, Para Penggugat

KanvensifTerguga!l Rexonvens! menangoapinya sebagaimana dalam surat

repliknya tertanggal OT juni 2017

Menimbang,  bahwa  terhadap jawaban  Tergugat |V
F Konvensi/Penggugat Rekonvensl, Para Panggugat Konvensi/Para targugat
Rekonvensi menanggapinya sebagaimana dalam replik yang disjukan 18 mai

2047 yang menanggapi Gugatan Rekonvensi sebagal berikuf:

=

alaman 42 dorf 80 Putusan Nomor 27/POT.GKIBSLAN S
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Lt

- Bahwa segala yang termuat dalam bab eksepsi dan konvensi di atas

dianggap tertuang dan terbaca kembali seluruhnya sebagai bagian

yang iak terpisahkan dalam bab rekonvensi ini;

. Bahwa sepatutnya Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas

perkara ini, karena menunjuk Tergugat lln'F'enggugai Rekonvensi Il
sebagai notarls dan memberikan peluang kepadanya untuk melakukan
perbuatan melawan hukum yang berakibal nyata merugikan Para
Tergugat Rekonvens;

Bahwa penguasaan buku sarfifikat hak milik objek sengketa oleh para
Penggugatl’ adalah sah menurut hukum, dilakuken dengan akla
perjanjian kerjasama yang jelas, masing-masing pihak yang melakukan
perjanjian adalah orang-orang yang bersangkutan langsung yailu
Tergugat | sebagai pemilik dan atas nama (sebab yang halal),
kesamuanya cakap hukum, dihadapan pefabat yang berwenang, dan
patut dilindungi oleh hukum, cleh karenanya maohon kepada Majelis
Hakim pemerikss perkara aguo untuk menaolak rekonvensi dar
Penggugal rekonvensi atau satidak-tidaknya dinyatakan babwa
rakonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa dugaan tindak pidana yang menurul Penggugal Rakonvans
dilakukan oleh oknum notars tunjukannya sendin belumlah ada
kekuatan pembuktian yang mullak, karena masinh dalam bentuk laporan
dan belum ada putusan yang menyatakan babwa memang ada tindak
pidana penagetapan sebagalmana yang dimaksud. Dalil bahwa sudah
dilaporkan dugaan tindak pidana tersebut juga patut diragukan, karena

yang diduga melakukan tindak pidana yailu TErguE;ai IIPenggugsat

Aekonvensi || masih ada diluar dan belum diproses (Q_H’r-."ldl'lr'l[ “‘:‘th

'x’ G
h

karananya dalil tersebut mahon diabaikan; g

i3
4% EF“F

Halaman 43 davi 80 Putusan Nomor 27/P0T. hﬂa&a R@?u
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4. Bahwa untuk dafil-dalll solain dan salebihnya tidak perfu kami tanggap
dan akan Terguget Konvensi bukikan dalam agenda sidang
pembuktian;

Berdasarkan uralan di atas, maka Tergugal IV KonvensiiPenggugat
Rekonvensi mohon agar menolak Gugalan Rekonvensi yang diajukan
atau selidak-tidaknya dinyatakan lidok dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakin pemeriksa parkara inl berpendapat lamn

mohan Putusan yvang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik ‘tersebut, Tergugat 1V
KonvensifPenggugat Rekonvensi menanggapinya sebagaimana dalam duplik

yang dizjukannya pada tanggal 31 mel 2077,

Menimbang, bahwa untuk membuklikan dalil-dalinya Para Penggugat

KonvensiiPara Tergugat Rekonvensi mengajukan folo copy bukli surat yang

telah dibea maleral sebagai berkut

1, Fato copy salinan akta pefjanjian Nomor 35 tanggal 27 oktober 2014,

diberi tanda P-1;

2. Folo copy sedifikat hak milik Nomar 1162, diberi tanda P-2:

3. Folo copy serifikat hak milik Nomer 1143, diberi mndz: P-3;

4, Foto copy sertifikat hak milik Nomor 1118, diberi tanda P-4;

5. Fato copy serifikat hak milik Nomer 1058, diberi tanda P-5,

5. Folo copy buku tabungan Heru Supriyvadi, diberi tanda P-&,
Menimbang, babwa selain itw, Para Penggugat KonvensilPara

Tergugal Rekorvensi mengajukan saksi-saksi yang memberikan kelerangan

dibawah sumpah sebagai berkut:

r
-
'

. Saksi AGUS BUDIARTO; \
o B
2 'r-'*f:u j'.IE;'"

] ) .
il = -ilﬂﬁg:l-l11
Holaman &4 desi 80 Putusan Nomor EF}PDT.W
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Bahwa saksl adalah teman Penggugat KonvensiMergugat

Rekonvensi i

Bahwa saksi pernah melibat penyerahan uang dari Penggugat
KonvensiTergugat  Rekonwensi Il kepada  Pengguoat
KoavensiTergugat Rekonvensi |t

Bahwa Penggugat KonvensiTergugat Rekonvansi 11 menyarahkan
uang kepada Penggugat KonvensiTergugal Rekonvensi | sebesar
Rp3.000.000.000,00 (Bma milyar rupiah) pada sekitar 3 {tiga) atau 4
(empat} tahun yang lalu;

Bahwa saksi walaupun mefihat penyerahan uang, tetapi fidak
mengetahui nominalnya pada wakiu itu;

Bahwe saksi mengatahui nominal uang padaf waklu itu dari
mendengar cerita dari Penggugat KonvensiT E{gugatfﬁﬂknnmnsl I
Bahwa ketika itu saksi kebeiulan sedang main ke rurhah Penggugat
KonvensiTerguggat Rekonvensi |1

Bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai ke dalam fas kresek:
Bahwa saksi tidak mengetahul maksud penyerahan uang tersebut
karena saksi setelah uang diserahian, langsung keluar rumah;
Bakwa saksi fidak mendapat apa pun dari penggunaan atau
penyeranan uang tersebut; |

. Sakel HENDRI PURWANTORO:

Bahwa saksi mengenal baik Tergugat |12

Bahwa saksi juga mengenal Penggugat KonvensiTergugat
Rekonvensi | sebagai rekan kerjanya:

Bahwa Tergugat Il pemah meminta bantuan kepada saksi untuk
Mencarn arang-orang yang mempunyai uang dan mau dfa‘j’atk-é kls‘

berbisnis; ll' ﬁ\"-,f ‘J
L -\.| iy !‘-ﬁ |r 'i

iy '-.. ! E!

II: 4{ '.,1 I

1.1' LA ':. ; 'r'.
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Bahwa dari peristiwa fersebut, saksi kemudian menghubungi
Penggugat KonvensiTerguegat Rekonvens | yang dianggapnya cukup

dan segi finansiak

Bahwa F'ﬂn;;uusrat KonvensiTergugat Rekonvensi | kemudian setelah
it membuat perjanjian kefja sama EIE!I'IE-]HI'I Penggugat
FormvenslTergugat Rekonvansi Il dihadapan Tergugat || pada sekitar
3 (tiga) atau 4 (empat) bulan kemudian;

- Bahwa saksi fidak mengetahul apa-apa yang diperjanjikan oleh
reduanya,

Bahwa kemudian saksi mengetahui tentang adanya perjanjian yang
dilakukan di Kantor Terguget || yang dihadiri oleh Penggugat
KonvensiTerguget Rekonvensi | dan Bu Sekar yang datang 10
{sepuluh) menit kemudian;

Bahwa saksi juga berada di tempat tersebut;

Bahwa pada saa! itu ferjadi penyerahan uang dari Penggugat
KonvensiMTergugat | kepada Tergugat Il lalu Tergugat Il menyarahkan
sejumlah senifikat kepada Penggugat KonvensiMTergugat |;

Bahwa pada waktu Itu, Penggugat KomyensiMergugat Rekanvens: |
menyerahkan uang kepada Tergugat |l sebesar Rp1.000.000,000.00
(zatu milyar rupiah);

Bahwa saksi ikut dengan Penggugat KonvensiTergugat Rekorvensi |
pergi mengambil uang di Bank BCA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga)
kali penarikan;

Bahwa saksi masih ingat bahwa Penggugat KonvensiTergugst
Rekonvensi | mengatakan bary menerima 6 {enam) sertifikat dari
Terg.ugat i; @?ﬁ:ﬂ

Bahwa saksi juga melihat peristiwa penanda ta:ngana.'

o s
% i -L--.i‘*? &%

Haleman 45 dodd 80 Putusen Nomar 27/P0T, éﬂﬂi?..ﬂﬁ.ﬂyi;f

Scanned by CamScanner


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

= Bahwa soksi fidak mengetabul tentang |5l peranjian yang ditantds
Langan tersobut;
Menimbang, bahwa unluk membukiikan dalil-dalll bantahannya,
Tergugat I KonvensiPenggugat Rekonvensl mengajukan foto copy surat
yang talah dibea materal sebagal barikut:

1. Folo copy salinan akia perjanjkn kredit tanggal 20 mel 2012, diberi
fanda T.1V-1;

2. Folo copy Sural Keterangan Tergugat || tanggal 31 mai 2012, dibari
tanda T.IV-2

L2

Fodo copy Surat Keterangan Tergugat Il tanggal 27 jum 2073, diber

tanga T.1V-3;

4. Folo copy Perjanfien Kredil antara Bank Tabungan MNegara (BTH)
dangan Masyita Nurlatte tanggal 27 juni 2013, diberi tanda T./'V-2;

5. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 583/AJBAIZ014 antara almarhum
Mur Hidayat dengan Masyita Nurlette, diberi tanda T.IV-5.

5, Foto copy Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Momor
30772013, diberi tanda T.IV-6,

7. Folo copy Surat Kelerangan dar Tergugat |l tanggal 10 mei 2013,

diberi tanda T,IV-7;

8. Foio copy Perdanjian Kredit antara Bank Tabungan Megara (BTN)
dengan Fr:ayugl Adinato tanggal 10 mel 2013, diberi tanda T.IV-8:

o, Foto copy .Mja Jual Bell Momor SAS/AJENT2014 antara almarhum

Mur Hidayat dergan Prayvegi Adinoto tanggal 11 juni 2014, diberi tanda
T. /-8, '

10.Folo copy Suwral Kuasa membebankan Hak Tanggungan Momar
111/2013, diberi tanda T.V-10; e

= i )

11.Folo copy Perjanjian Kredit antara Bank Tahung&nﬂ

dengan Nur Inayah fanggal 23 januri 2013, diberi 1a

4 T
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12.Folo copy Akta Jual Bell Nomor SB0AJBAL2014 antara Almarhum
Mur Hidayat dengan Mur Inayah tanggal 11 juni 2044, diber tanda
T.IV-12: |

13.Foto copy Sural Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Momar
12212013, diber tanda T.V-13:

14.Feto copy Surat Keterangan darl Tergugat Il tanggal 26 agustus 2013,
diberi tanda T.IV-14;

15.Foto copy Pedanjian Kredit antam Bank Tabungan Megara dengan

Desi Nurhayati tanogal 26 agustus 2013, diberi tanda T.IV-15;

1, Folo copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Momor

6712013, diberl tanda T.IV-16;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat IV KonvensilPenggugat
Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan
reterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksgi PRAYOGO ADINOTC,

= Bahwa saksi adalah salah saty pemilik Rumah di Penemzhan Garuda
Regency tepatnya di Blok D-16: 2

= Bahwa saksi membeli tanah dan rumah tersebut pada tahun 2013
dengan cara kredit;

- Bahwa sakel membeli rumah tersebut awalnya karena melihal brosur
dan menjadi tertarik untuk membeli rumah pada perumahan tersebut:

- Bahwa saksi sempat melihat lokasi rumah vang akan dibelimya
nanen belum sempal melihat serifikatnya;

= Bahwa rumah yang dibell oleh saksi pada akiz Jual Beli hanya
tanahrya saja sedangkan uniuk banguannya menjadi tanggunyg jewab

develaper;

- Bahwa Tergugat | ikul mengelola perusahaan perumahan tersebut:

- it
i b
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Bahwa alamrhum Nurhidayat sebagal pihak dari Developer pada saal

i frut menjelaskan dengan menunjukan lokasi rumah di peremahan

tersebut _

- Bahwa saksi membeli tanah dan rumah ity sebesar Rp160.000 000,00
iseralus enam pubah juta rupiah);

- Bahwa saksi membuat kesepakatan jual beli rumah tersebut di Kantor

Targugat Ii;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuaty yang termuat dalam
berita scara persidangan perkara ini, yang unfuk fingkasnya Pulusan inf

L]
dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan
Putusan inl:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, batwa Tergugzt | mendalilkan bahwa Gugatan salah

sasaran oleh karena Almarhum Mur Hidayat yang menjadi pihak dalam
perianjian penyeriaan modal pada saat itu dalam kapasitas sebagai Direktur
FT. Aldy Wiaya, sehingga oleh karenanya Gugatan harus ditujukan kKepada
FT. Aldy Wijaya sebagal badan hukum yang memiliki kekayaan terpisan
dengan F'.Imarhn:u;'l Nur Hidayat sebagai pribadi:

Menimbang, bahwa Para Penggugat KonvensifPara Tergugat
Rekomvensi menanaggapi eksepsi tersebut dengan mendalilkan bahwa ekseps|

tersebut harus ditolak karena Gugatan didasarkan pada Perjanjian Panyertaan
Modzl Momor 96 tertangaal 27 okdober 2014 yang di dalam

; penanjian tersebiut
masing-masing pihak bertindak atas nama pribadi: ﬁ%‘\

1,-'|

e
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Menimbang, balwa setelah memperhatikan isi parjanjlan Nomor 96

tertanggal 27 okiober 2014, identitas dari pihak-pinak yang dicantumkan
sebagal plhak yang membuat kesepakatan, fidak mencanfwmkan almarhum
Mur Hidayal sebagai pihak yang berlindak selaku Direkiur PT, Aldi Wijaya,
sahingoa oleh karenanya haruslah dipandang bahwa almarhum Nur Hidayat

dalam perjanjian lersebul, bertindak afas nama dirinya sendiri;

Bahwa oleh karena almarhum MNur Hidayat berdindak bukan dalam
kapasitas mewakil PT. Aldy Wiaya, maka sudah tepat apabila Gugatan

ditujukan kepada ahli wars Almarhum Mur Hidayat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi vang telah diajukan

terseut adalah eksapsi vang tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sslapjulnya Tergugal | mendafilkan bahwa
Gugatan kurang subyek karena abmarhum Mur Hidayat selain meninggalkan
Tergugat | sebagai ahli waris, juga meninggalkan 2 (dua) orang anak. Dalam
hal ini Gugatan fidak menggugat anak pertama yang sudah dewasa dan telah
barkeluarga sebagai ahli warls yang mampu bartindak dan bertanggung jawab
sendiri;

Menimbang, bahwa Para Penggugat KonvensiiPara Tergugal
Rekonvensi menanggapi eksepsi tersabut dengan mendalilkan bahwa anak
pertamanya tidak perlu digugat karena anak tersebut bukan anak kandung dari

almarhum Mur Hidayat, Targurgat 1 sebalum mnikah dengan almarhum Nur

Hidayat adalah berstatus janda beranak satu:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasl Hukum istam dan

Hukum Kewarisan Islam, dinyatakan bahwa pokok sebab Mﬁ:tﬁ’?lam

Istam terbatas pada 3 (liga) tiga, yaite ﬁﬁf ‘\‘-1"\"
li
S
I: i EELLA I-.I.'

F‘. ) '\- Iy
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. Pertama, sebab kekerabatan (garabeh), atau disebut juga sebab
nasab (garis keturunan):

2. Kedua, sebab perkawinan (mushaharah),

d. Ketlga, sebab memerdekakan bd::lak (wala");

Dengan demikian, jelas bahwa anak tid bukan termasuk shii waris,
karena tidak ada sebab mewarisi I:ﬂ&bﬂm:.u' mifrats) antara si mayt dengan
anak til sehingga anak tir hanya dapat diberikan harta warisan sedara hiba
oleh yang felah meninggal;

fenimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka anak tiri dari
Tergugat | tidak perly dijadikan sebagai pihak, sehingga eksepsi lersebit
adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak:

Menimbang, bahwa saelanjutnya Tergugat | mendaliban Gugatan
kebur karena Judul Gugatan Para Pengugat KonwvensiPara Terguost
Rekonvensl adalah Gugatan parbuatan melawan hukum, akarln tetapi Gugatan
didasarkan pada perdanjian penyeraan medal sehingga Gugatan meanjadi
tidak jelas, apakah diajukan sebagai Gugatan mengenai perbuatan melawan

hukum atau mengenal Gugatan ingkar janjl (wanprestasiy;

Menimbang, bahwa Para Penggugat KonvensiPara Tergugat
Rekonvensi menanggapi eksepsi tersebut dengan mendalikan bahwa
Gugatan telah jelas sebagal Gugatan mengenal perbuatan melawan hirkum,
sebab apa yang sudah diperjanjikan di calam perjanjian penyertaan madal
sebagal dasar Gugstan inl ternyata terdapat keterlibatar? pihak lain yaitu
Tergugat IV yang turut menguasai objek sengketa dengan memasang label

BTN di dinding rumah objek sengketa:

Menimbang, batwa melihat suaty Gugatan tidak baleh _hanya

; LFELRS,
memperhatikan judulnya akan tetapi harus dilihat dari posita -I:Ihlri elitum:
i . frid A

g = }
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(satu) sampai dengan angka 4 (empat) menguraikan peristiwa tentang sumber
dana dan penyerahan modal sleh Para Penggugat KonvensiPara Tergugat
Rekonversi kepada Almarhum Nur Hidayat, sampai dengan terjadiny:
perfanjian antara Penggugat KonvesiTerguoal Rekonvensi | dengan
almarhum Nur Hidayal dl hadapan Tergugat Il dengan jaminan bebsrapa
serlifikal tanah. Bahwa posita angka 5 {lima) sampai dengan posita angka 7
(tjuk) menguraikan tentang pelaksanaan perjaniian yang awalnya lancar dan
pelaksanaan pengembalian modal yang tidak kunjung dibayarkan oleh
almarhum Mur Hidayat tersebut sampai dengan almarhum MNur Hidayat
meninggal dunia. Bahwa sefanjulnya posita angka 8 (delapan) sampai dengan
posita angka 9 (sembilan), Para Penggugat KomvensiiPara Tergugst
Rekonvensi menguraikan peristiwa tentang ke 4 [empat) serifiket yang
kemudin dijaminkan oleh almarhum Mur Hidayat kepada Tergugat IV
KanvensilPenggugat Rekonvensi dengan bantuan Tergugat |l yang dianggap

telah menugikan Para Penggugat Konvensl/Para Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan posita fersebul, Para
Penggugal Kanvensi/Para Terugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (ima),
mamints kepads Pengadilan ager menghukum Para Tergugal untuk
membayar ganti kerugian dengan rincian pengambalian modal 7 (bguk) byl
sertifikat, dan keunfungan vang dijanjikan pada masing-masing sertifikat hak

milik;

Bahwe pelitum angka 4 (empat} dan Guaatss yang memohan agar

Pengadilan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menjaminkan fisik

p 4 g
'-FL"I.II' :I'
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Balwa pefitum angka 5 (lima) yang memohon kepada Pengadiian
agar menghukum Para Tergugat unluk membayar kerugian kepada
Penggugat sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat pulub jita
ruplah) dengan rincian pengembalian modal 7 {tujuh) sertifikal yang tetainya
sebesar Rp700.000,000,00 [wjuh ratus juta ruplah) dan keuntungan yang
dijanfikan darl sefiap sedifikat hak milik tersebut yvang lotainya sebesar
R:,:l'ld{l_ﬂﬂﬂ.ﬂuﬂ,'ua ({seratus empat puluh juta rupiah), telah memperegas
bahwa Gugstan yang diajukan adaleh juga mengandung Gugatan
wanprestasi, karena felah mempermmasalahkan objek perikatan terdahulu,

vaitu kesepakalan penanaman modal dengan jaminan 10 (sepuluh) sertifikat

tanahy

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, ternyata Gugatan masih dapat
dipahami sebagai Gugatan yang menggabungkan antara Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprastasi, sehingga oieh karenanyd

—_— e

eksepsi yang mendafilkan bahwa Gugatan tidak dapat dimengerti lersebut

harus lah difelak;

Menimbang, bahwa selanjuinya Tergugat IV KonvensilPenggugal
Rekonvensi mendalikan bahwa Gugatan kabur karena telsh mencampur
adukkan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Gugatan wanpresiasi,
dan telah menyebabkan Tergugat IV Konvensi/Penggugal Rekonvensi

menjadi kebingungan dalam menjawab Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat KonvensifPara Tergugat
Rekonvensi menanggapi eksepsi tersebut dengan mendalflkan bahwa
Gugatan fidak mencampur adukkan antara Gugatan perbuatan melawan
hukum dengan Gugatan wanprestasi. Hal ilu telah jelas dalam posi tan

i el

vaitu timbulnya perbuatan malawan hukum aleh karenn I-uq.gﬁl‘
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':'_i"l"ﬂ"l& obyjek sengketa dialinkan kepada pihak lain, fanpa ada tanggapan dan
i ey ok el
klanfikasi kepada Para Penggugat Kenvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenal eksepsi tentang
Gugatan yang sulit dimengerti telah dipertimbangkan dan ditolak datam
perimbangan sebelumnya, sehingga oleh karenanya akan langsung
dipertimbangkan mengenai boleh alau tidaknya dilakukan penggabungan 2

(dua) Gugatan dalam satu Gugatan;

Bahwa terdapat beberapa Yurfsprudensi Mahkamah Agung Rl yang

tidak membolehkan penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum dengan Gugatan wanprestasi namun lerdapal pula beberapa
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl yang membenarkan dibolehkannya
penggabungan Gugatan seperti pada Putusan Mahkamah Agung Rl Nomaor
67T K/Sip/1972 tanggal 13 desember 1972 yang kaldah huhl;lmnya
menyatakan bahwa "menurut jurisprudensi tetap” Mahkamah Agung dapat
dibenarkan judex facti menggabungkan duallebih Gugatan perdata,
sepanjang térdapat hubungan yang eral satu sama lain. Namun tidak dapal
dibenarkan, bilamana judex facti menggabungkan dua perkara gugatan yang
satu (Momor 53/Pdigl1872) dijadikan sebagai Gugatan Rekonvens| terhadap

Gugatan perdata yang lainnya (Nomar 521/PdLGHOT1)"

Babwra Majelis memilih unluk mengikuti Yurisprudensi  yang
membelehkan penggabungan Gugatan yang berkaitan salu sama lain astas
dasar perimbangan bahwa penggabungan fu akan mempermudah proses
parsidangan serta akan menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan
murah bagi para pencari keadilan, sehingga oleh karena itu selanjulnya akan
dipertimbangkan apakah lerdapal hubungan yang erat satu sama kain anlara
kedua Gugatan Para Panggugal KenvensiPara Tergugat Rekonvensi

tersebut:

Halaman 54 darl 83 Putusan Nomor 27/POT.G/2017.PN . Dyw
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Bahwa dall gugatan tentang adanya parbuatan melawan hukum
didasarkan pada dall adanya penjaminan ke 4 (empat) sertifikat hak millk yang
masih termasuk datam termasuk dalam 10 {sepulut) tanah yang diperjanjikan

dalam perjanjlan penyertaan medal Nomor 96 tertanggal 27 oktober 2044;

Bahwa hal itu membuktikan bahwa terdapat kaitan erat saty sama lain
dalam kedua Gugatan yang diajukan, sehingga berdasarkan pertimbangan

tersebut maka pengoabungan Gugatan tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa cleh karena gugatan tersebuf saling berkaitan satu sama lain,

maka Majeliz membaolshkan penggabungan Gugatan tersebul, sehingga oleh
karanarya eksepsi Targugat IV KonvensiiPenggugat Rekonvensi tersebut,

harus iah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV KeoovensilPenggugat
Rekonvensi mendalilkan batwa Para Penggugat KonvensiPara Terguoat
Rekorwensi tidak mempunyai fegal standing untuk menggugat Tergugat [V
KonvensifPenggugat Rekonvensi, karena Para Penggugal KenvensiPara
Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV
KanvansiPeanggugat Rekonvensi, hal ini karena hubungan hukum yang timoul
dalam kaitannya dengan permasalahan Para Pengguwgat KonvensiPara
Tergugat Rekonvensi adalah hanya hubungan hukum antara Para Penggugat
KoanvensiiPara Tergugal Rekonvensi tarkail dengan p-emenuh;n pelaksanaan

penaniian kera sama penyeartaan modal;

Menimbang, bahwa Para Penggugal KonvensiPara Tergugat

Rekenvensi menanggap eksepsi lersebut dengan mendalikan bahwa

Tergugat IV Konvensl/Perggugal Rekonvensl digugat 'hgmna di dalam

perianjian penyertaan modal tersebut terdapat keteribatan 'plmﬁmm
e )
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sengketa dengan memasang label BTN di dinding rumah objek sengketn

tanpa adanya langgapan dan klarifikasl kepada Para Penggugst

KonvensilPara Tergugal Rekonvensi:

Menimbang, bahwa selelah memperhatikan Gugatan, Tergugat IV
KeonvensiPenpgugat Rekorvensi digugal terkait dengan dalil yang diuraikan
pada posita angke B (delapan), yang mendalikan bahwa ke empat serifikat
yang merupakan jaminan penyertaan meodsl, telah dijaminkan alah almarhum
Mur Hidayat kepada Tergugat IV KeonvensilPenggugat Rekonvensi. Bahwa
posita Gugatan tersebut, menurut Majelis felah cukup untuk menjelaskan
adanya hak bagi Para Penggugat KonvensiPara Tergugat Rekorvensi untuk
menggugal Tergugat IV KenvensiiPenggugal Rekonvensi, karena ke empat
tanah teresbut adalah termasuk tanah yang telah djadikan objek jaminan
dalam perjanjian penyertaan modal, sehingga aleh han:nanya akseps

tarsshut sdalah eksepsi yang tidak beralasan sehingga harus dinyatakan

ditolak;

Menimbang, bahwa selanjulnya Tergugat |V KonvensiPenggugat
Rekorvens mendalikan bahwa erangipinak yang seharusnya ditarik dalam
Gugatan tidak lengkap, hal itu terkait dengan Gugatan yang mempersoalkan
4 {empal) objek lanah dan bangunan yang sudah bukan lagl haria dari Para
Tergugat. Objek sengketa tersebui telah diperual belikan oleh Alm. Mur
Hidayat kepada nasabah kreditur Tergugat IV Hnm;'amHFunggugat
Rekonvensi yaitu MASYITA NURLETTE. NUR INAYAH, DESI NURHAYATI
dan PRAYQGI ADINOTO, yang telah menguasai secara fisik objek perkara
ters=but, sshingga apabila tidak digugal maka akan mengakibatkan Putussan

menjadi non exscutabie;

q i'n- r-'_n“}

Menimbang, bahwa Para Penggugat K.-UMEHWP

Rekonvensi menanggapi dalil eksepsi tersebut dengan manﬁ

HrJuV“‘
= q:-‘-

i
—tim ]|
5
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oksepsi tersebut harus ditolok, karena Tergugal IV K-:IH';’E!HSHPHHEIFILFZI-"'-
Rekonvensi sengaja menyembunyikan pihak-pihak tarsebut, dan para pinak
lersebut tidak teruang dalam agunan objek sengketa, sehingga para pihak
tersebut menjadi lidak jelas uniuk dapat dijadikan sebagai pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memgperhatikan surat Gugatan, para
pihak yang dimaksud aleh Tergugat IV KonvensifPenggugat Rekonvensi tidak

diuraikan atau didalilkan dalam Gugatan;

Bahwa selanjuinya potium Gugatan yang dimintakan oleh Para

Penggugat KonvensiiPara Tergugat Rekonvensi adalah gugatan ganti ruzre

berupa vang yang terdir dari pengembalian modal ke-7 (tujuh} garifival dan
keuntungan yang dijanjikan;

Oleh karena petitum Gugatan tidak meminta penyerahan tanah-tanah
yang disebutnya sebagai objek Gugatan melainkan hanya meminta ganti rugi
berupa uang, maka Putusan tidak akan mengalami non executable
sebagaimana yang didallkan oleh Tergugat IV KonvensilPenggugat
Rekonvensi. Berdasarkan perfimbangan tersebut maka E:'|'E5E!Fl$i lentang

kurangnya pihak tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan

tergebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat | dan Tergugat IV

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Fara Penggugat

KonvensiiPara Tergugat Rekonvensi adalah mengenai tunt

modal dan keuntungan dari adanya perbuatan mw
|
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| =
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wanprestasi yang telah dilakukan eleh almarbum Mur Hidayal dan Pasa

Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena telah telah diakul atau sefidak-

tidaknya tidak dibantah maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai beikut:

- Bahwa PenggugatTergugat Rekonvensi || pada tanggal 27 oktober
2014 telah membuat perjanjian kerjasama penyariaan modal dengan ﬂ

almarhum Mur Hidayatisuami Tergugat | dihadapan Tergugat Il

sebaga notaris di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat

dalam akia perfanilan penyertaan modal Nemor 56,

- Bahwa Para Penggugat KonvensiPara Tergugal Rekonvensi telah
memberikan modal sebesar Rp1000.000.000,00 {satu miliyar rupian)
kepada amarhum Nur Hidayal guna pembangunan sepuluh

hangunan rumah pemmanen Perumahan Garuda Regency yang
jarlatak  df Kelurahan Boyolangu Kecamalan Giri  Kebupaien
Bamyuwangi,

- RBahwa almarhum Nur Hidayat dalam kesepakatn  lersebut
menjaminkan sepuluh sertifikat hak milik kepada Penggugat
KonvensiTergugat Rekonvens| Il yaitu Sertifikat hak mifik Nomos
1158/Boyolangy, Setificat hak milik Nomor 1157/Boyclangu, Sertifikat
hak milk Nemor 1162Boyolangu, Serfifikal hak milik Nomar
1058/Boyolangy, Serfifikat hak milik Nomor 1140/Boyciangu, Sertifilkat
hak milk Momer 1112/Boyolangu, Sedifikat hak milik Neomor
1118/Bayelangu, Serfiflkal hak milik Nomor 1 111/Beyelangu, Serifikal
hak milik Memaor 1118/Bayolangu, dan Sertifikat hak milix MNomes
1143 Boyolangy;

- Bahwa biaya uniuk pembangunan salu rumash a

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah};
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Bahwa modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
tersebut adalah uang millk Penggugat 1l yang mana antara Panggugat
| dan Penggugat i adalah sahabal dekat dan ada perjanjian [san
dengan unsur saling percaya diantara keduanya;

Bahwa penyerahan modal dengan total Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) dilakukan oleh Penggugat KonvensiTergugat
Rekonvensl | dengan cara bertahap, vailu fransfar kepada Tergugat
Il sabesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
selebihnya diserahkan tunal kepada almarhum Nur  Hidayat,

selebihnya lagi diserahkan/dititipkan secara tunai kepada Tergugat |1l
selaku notars yang membuat akfe tersebut;

Bahwa Penggugat KonvensifTergugat Rekonvensi Il telah menenma
pengembalian modal 3 (liga) unit sedifikat hak milk sebesar
Rpa00.000.000,00 (tiga retus juta rupiah) sekakgus keuntungannya
yailu Bps0.000.000,00 (enam puiuh juta rupiah);

Bahwa 3 (tiga) buah buku sertifikat hak milik sudah diserahkan kepada
almarhurm Mur Hidayat;

Bahwa kemudian perneh leradi lagl penjualan 3 (tiga) unit rumah
namun almarhum Mur Hidayat fidak men}femhkan-keun'rungan Yang
sehanssnya diterima oleh Para Penggugat KonvensiTergugat
Rekonvensi, karena akan dipinjam untuk keperluan pribadi keluarga
almarhum Nur Hidayat yang mendesak;

Bahwa masih tersisa 4 (empat) buku serifikat yang masih berada
dalam penguasaan Para Penggugat KenvensiPara Tergugat

Rekonvensi yaitu, Senlifikat hak millk Nomor 1162MBoyolangu,

Serifikat hak millk Nomor 1058/Bayalangu, Eﬂrﬂﬂkﬂfha}mfgg\:

1118/8oyolangu, dan Sertifikat hak millk Nomar 114359}(%
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- Bahwa setelah perstiwa tersebul almarhum Nur Hidayat tidak peregh
lagi membayarkan keuntungan penjualan rumah kepada para
Penggugal KonvensiPara Tergugat Rekonvensl hingga meninggal
dunia;

- Bahwa ke empat rumah vang serifikatnya masih dipegang oleh Para
Penggugat KonvensiPara Tergugal Rekenvensi telah terfual kepada
pihak lain dan diagunkan kepada Tergugal IV KonvensiPenggugat
Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat | mmembantah dafil Gugatan dengan
mendalikan bahwa Tergugat | tidak pernah mangetahui adanya penyasrahan
modal don perjanjian penyertaan modal yang telah disepakati oleh suaminya
almarhurn Nur Hidayal dan Tergugat | baru mengelahui adarya sertifikat yana
1elah dikuasai oleh Para ketika almarhum Mur Hidayat telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa Tergugat IV KonvensilPenggugat Rekonvensi
membantah dalil Gugatan sebagai berikut,

- Bahwa seluruh serfifikat yang ada di perumahan Garuda Regency
adalah agunan PT, Aldy Wiaya kepada Tergugat I/
Konvensi/Penggugat Rekonvens!, termasuk 10 (sepuluh) sertifikat
vang dimaksud oleh Para Penggugat KonvensiPara Tergupat
Rekomnvensi yang menjadi jaminan dari almarhum Nur Hidayat kepada

Penggugat KonvensiTergugat Rekenvensi || Hal itu didasarkan pada

pernah terjadinya perjanjian kredit antara PT. Aldy Wiaya dengan

Tergugat [V Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna pembangunan

perumahan Garuda Regency dengan plafon kredil sebesar

Rp7.500.000.000,00 (tujuh mityar lima ratus juta rupiah) dangan akad

kredit pada tanggal 28 mel 2012 dihadapan Tergugat Il 2}}\
diuraikan dalam akta peranjian Momar 47 tanggal 34 a‘i‘ pﬁ\- ._.
T 5
;r. fu Pl
L Y
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- Bahwa Tergugat IV KonvensiPenggugat Rekonvensi tidak melakukan
sualy perbuatan melawan hukum karena 10 sepuluh serlifikal yang
dimaksud aleh Para Penggugat KonvensiPara Tergugat Rekonvens
telah termasuk menjadl agunan kredit konstruksi Tergugal IV sejak
tanggal 28 mei 2012, jauh sebelem adanya perdnj@mn penyaraan
modal yang dilakukan olash  Penggugat KonvensiTergugat
Rakonvens! | pada tanggal 27 oktober 2014;

Menimbang, batwa oleh karenanya yang menjadi pokok sengkota
dalam perkara ini adakah sebagail berikut:

1. Apakah Tergugat | tidak mengetahui adanya kesepakatan panyaraan
dan penyerahan modal cleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi kepada almarhum Nur Hidayat?;

2, Apakah 10 (sepuluh) sedifikat yang telah diperjanjkan cieh
Pengguoat KonwensiTergugatl Rekonvensi Il dergan almarhum Mur
Hidayat adalah termasuk agunan dari PT. Aldy Wiaya kepada
Tergugat |V Konvensi/Penggugst Rekonvensi pada perjanjian kredit
yang dilakukan pada tanggal 29 mei 2012 7;

3. Apakah almarhum Nur Hidayal/Tergugal | dan Tergugal 1l telah
malakukan perbuatan malawan hukem karena telah mengalihkan ke
empat tanah yang merupakan jaminan pambayaran kepada Tergugat
IV KonvensiPenggugal Rekenvensiy:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majalis
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai
berikut:

Me.-n'[rnbang. bahwa berdasarkan Pasal 163 HiR. maka Para
Penggugat Konvensi/Para Tergugal Rekonvensi burkmjiﬁggﬁr u%ﬂﬁ.
membuktikan dalil-dalil Gugatannya; | ( :1:{- wf':f' |
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Menimbang, balwa untuk membukiikan dali-dalil Gugatannya, Para
Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekenvensi felah mengajukan bukti surat
bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bemama
AGUS BUDIANTO dan HENDRI PURWANTORD, sedangkan Tergugal |V
KonvensiiPenggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya
telah mengajukan bukti T.IV-1 sampai dengan bukti T.1V-16 dan 1 {satu) arang
saksi yang bernama PRAYOGO ADINOTO;

Menimbang, bahwa tlnnrdasarkan darl alat-alat bukfi yang telah
diajukan tersebut, bukti P-1 berupa salfinan akta perjanjian penyertaan madal
Momar 95 tanggal 27 oktober 2014 yang isi menyatakan bahwa pada hari
senin tanggal 27 ckiober 2014, almarhum Mur Hidayat dan Tergugat | masing-
masing telah menghadap kepada Notarls Singgih Kumiawan (Tergugal [).
unfuk melakukan peranfian kerja sama penyertaan modal dangan Heru
Suprivadi (Penggugat KonvenslTergugal Rekonvensi |). Bahwa dalam bukli
tersebut, dinyatakan pulas bahwa perjanjian yang akanl dilakukan oleh
suaminya almarhum Nur Hidayat adalah sepengetahuan dax atas persetujuan
dari Tergugat | yang ikut pula menanda tangani akta lersebut

Bahwa bukt! tersebut adalah akta otentk ocleh karena dibual
dihadapan peiabat yang berwenang, sehingga dangan fidak dibantahnya bulad
tersebut cleh Tergugat |, telah menjadikan Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi dalam hal ini berhasil membuktikan bahwa perjanjian
penyeriazn modal tersebut adalah atas sspengetahuan dari Tergugat &

Bahwa bukti tersebut juga didukung oleh kelerangan saksi HENDRI
PURWANTORO yang menerangkan pernah mabihat Tergugat | mendatangi

Kantor Tergugat || dan melakukan penandatanganan pada scoush akia

perjangian,
Bahwa berdasarkan periimbangan terhadap I:uldisﬁ'

-

.

: Ir. A y
maka tarjawab pokck permasalshan yang periama babwa ,Enrg tetdl

| 2%
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x:!:' b ol ;TS'

o
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mengetahui dan menyetujul porjanjian penyertaan modal yang telnh dilnkukan
oleh suaminya almarhum Nur Hidayat:

Menimbang, bahwa sela njulnya oken diperimbangkan pokok
persengketann yvang kedum yaitu apakah 10 (sepuluh) sedifikat yang telah
diperanjikan oleh Penggugat KeonvensiTergugal Rekonvensi 1l dengan
almarhum MNur Hidayat fermasuk agunan darl BT, Aldy Wijaya kopada
Tergugat IV KenvensiPenggugat Rekonvensi pada tanggal 28 mel 2012

Menimbang, bahwa cleh karena kedua belah pihak masing-masing
mendasarkan dalil-dabl penguasaan atas serifikel tersabut dengan menunijuk
pada okia perfanjiannya masing-masing, maka jawaban atas pokok
permasalahan lersebut dapat terjawab, cukup dengan memperhatixan pada
masing-mazsing akta perjanjian yang telah dibuat eleh kedua belah pihak:

Bahwa Para Penggugat KonvensifPara Tergugat Rekenvensi datam
sidang telah mengajukan bukti salinan akta perjanjian Momor 95 tanggal 2
oktober 2014 {bukti P-1) yang didatamnya menerangkan bahwa kesepuluh
sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 1158/Bayelangu, serifikal Hak Milik
Nomor 1057/Boyolangu, sartifikal Hak milik Mamar IiﬁE!Eﬁ?u!angu, sertifikat
Hak Milix Momor 1058/Boyalangu, sertivikat hak Milik Nomor 1140/8ovolangu,
sertifikat Hak Milik Nomor 1112/Boyalangu, serifikat Hak  milik
1118/Boyolangu, sertifikat hak Millk Nomor 1111/Boyolangu. Sertifikat Hak
Milik Nomar 1119/Boyelangy, sertifikat Hak Milik Nomor 1143/Boyolangu atas

nama alemarhum Nur Hidayat, adalah merupakan seriifikat yang telah
diserahkan kepada Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi || guna

Jaminan penyertaan modal untuk finishing dan pembangunan rumah o

Perumahan Garuda Regency,
Bahwa Tergugat IV Konvensi/Penggugat F{Ekunvenﬁr’jﬁgqﬁqLah
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kapnsitas mewaki Bank Tabungan Megara dengan
dan Vita Oktavia Ningsih vang berindak mewakis .
melakukan perjanjien dimana Bank Tabungan Megsara lalah .
fasiltas kredil KYG (Kredit Yasa Griva) kepada PT. Aldy Wiaya sebese.
Rp7.500,000.000,00 (tujuh milyar lima ratus jula rupiah) guna pembiayaan
pembagunan Provek Perumahan Garuda Regency sebanyak 103 (seratus
tiga} unit rumah dihadapan Tergugat I1;

Bahwa dalam bukti T.V-1 tersabut, di terangkan pula babwa guna

menjamin pembayaran kredit, PT. Aldy Wiaya memberikan/menyerahkan

jaminan kepada Bank Tabungan Negara berupa w-w_a

memngpakan Iokagi provek perumahan "Gardda Begency” vang terletak di

Kelurahan Bayelangu Kecamatan Giri Kebupaten Banyuwangi, yaitu sebidang
tanah dengan peta bidang NIB Nomor 12.37,17.02.00955 ‘Enluaa B.505 nd
{delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter perseg), persil Momor 87
blok 5.1, Kohir 02. Can Serfiflkal Hak Milik (SHM) sebanyak 45 (empat puluh
lima) unit pecahan yang akan digabung menjadi SHGB induk dengan rincian
sertifikat yailu, 3HM Nomor 703, SHM Nomar 704, SHM Nomor 703, SHM
Momar 706, SHM Momor 707, SHM Meemar 708, SHM Namor 709, SHM Nomar
710, SHM Nomor 711, SHM Nomer 712, SHM Nomor 713, SHM Nomor 714,
SHM Momor 715, SHM Nomor T16, SHM Nomor 717, SHM Memar 718, SHM
Nomor 718, SHM Nomor 720, 721, SHM Nomor 722, SHM Momer 723, SHM
MNomor 724, SHM Nomor 725, SHM Namer 728, SHM Nomar T27, SHM Momor
728, SHM Nomor 728, SHM Momar 730, SHM Nomor 731, BHM Nomor 732,
SHM Nemor ?33 SHM Nomor 735, SHM Momar 738, SHM Nomer 737, SHM

Momar 738, SHM Momor 739, SHM Momor 740, SHM Momor 741, BHM Nomor

742, SHM Nomor 743, SHM Nomor 744, SHM Nomaor 745, SHM ﬁ.ﬁ E:;'.'w_‘"“.‘m

o 5

SHM Momor 747, SHM Momor T48, dan SHM Nomor 17E:

S

NS
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Bahwa memperhatiken kata-kala pada Par
perjanjian kredit Nomor 47 tanggal 29 mei 2012 yany
pokok dar PT, Aldl Wiaya adalah " tanah yang diatasnya :nl.‘.ru[.-._
proyek perumahan “GARUDA REGENCY" yang terletak di  Keloraha,
Boyolangy Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangl tersebut, maka dalam hal
ini seturuh tanah vang akan dijadikan perumahan cleh PT. Aldy Wijaya dengan
nama proyek parumahan "GARUDA REGENCY™ telah dijaminkan geluruhrya
alah PT. Aldy Wijaya kepada Tergugal IV Konvensi/Penggugal Rekonvensi;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan biakti F-
1 yang dalam pasal 1 (satu) menyatakan bahwa sarljﬁhat;',.-ang dizerahkan
oleh almarhum Mur Hidayat adalah termasuk serdifikat hak milik perumahan
GARUDA REGENCY, maka dengan memperhatikan tanggal dan tahun
dibuatnya perjanjian tersebut, maka terjawablah pokok persengketaan yang
kedua bahwa kesepuluh sertifikat yang telah diperanjikan oclen Para

Panggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan almarhum  Nur

Hidayat adalah mempakan tanah jaminan yang lelah diperjanjikan

gehejumnya oieh PT, Bank Tabungan MNegara (BTM)Targugal Y
E;ﬁuansh?enggugat Rekonvens| dengan PT. Aldy Wijaya pada ta_nggal 29

mei 2012;

p—

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok
parsengketaan yang keliga yallu apakah almarhum MNur HidayatTergugat |
dan Tergugat || telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lelah
mengalihka;ﬂ ke empat tanah yang merupakan jaminan pembavaran kepada
Tergugat IV KonvensifPenggugat Rekonvensi?;

Bah:.-'-'a Iﬁ&bagalmana telah dipertimbangkan bahwa ke empal lanah

G
s

yang dimaksud oleh Para Penggugat KonvensilPara Tergugat Rék&mrérﬁ-.

adalah {ermasuk tanah-tanah yang merupakan jaminan kredit PT-J’FHE"W

- i

2 “‘fMﬁ
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kepada Tergugal IV KonvensiPenggugat Rekomvens! poda tanggal 29 me
2012;

Bahwa dasar darl dall Para Penggugal KonvensiPara Tergugal
Rekonvensi menyatakan Para Tergugat talah melakukan perbuatan melawan
hukum adalah didasarkan pada telah tedadinya kesepakatan peranjian
penyertaan madnl yang lelah diakukan, sehingga cleht karenanya akan

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah peranjian tersebut sah menurut
hukum;

Bahwa terdapat fakia dalam akta perjanjian penyertaan modal (bukti
P-1) bahwa Penggugal KorvensiTergugat Rekonvensi 1l bertindak galaku
pribad|. Fakia itu didapatkan dari tidak dinyatakannya almarhum Mur Hidayat
yang berindak selaku Direktur FT. Aldy Wijaya pada wakiu melakukan
kasepakatan perjanjia. Padahal datam bukll P-1 pada Pasal 1 (salu) anghka 3
(tiga) tatah disepakati bahwa penyerahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00
{satu milyar rupiah) diperuntukkan untuk finishing dan pembangunan rumah
“Garuda Regency™

Bahwa permodalan suatu perusahaan terbatas adalah beroeda
dengan modal yang dimiliki pribadi, medal suatu perusahaan terbatas adalah
terdirl darl seluruh nilai nominal saham sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

31 Undang-undang Rl Nomar 40 tahun 2007 Tentang Persercan Terbatags.

| ——

Bohwa Penveloran medal saham pada sualu pervsahaan terbatas
mempunyai lala cara atau mekanisme tersendiri sebagaimana diatur datam
Pasal 34 Undang-undang Rl Momor 40 fahun 2007 T'ssrmang Perzercan
Terbatas tersebut, dan tidak boleh dilakukan dalam kapasitas pribadi seperti
yang telah diperjanjikan dalam akia penysrtaan medal (bukti P-13;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebul, tidsk terdapat bukti yang
diajukan oleh Para Penggugat KonvensifPara Tergugat F-':el_;qp?.n_a‘gm _:,,l;:gng 3

it 'I’-,.: :
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dapat membuldikan bahwa vang penyeriaan medal yang telah diserahkannya
tersebut adatah termasuk ke dalam saham PT. Aldy Wijaya;

Bahwa seiain itu, tanah-tanah diperumahan GARUDA REGENCY
adalah merupakan hak dari PT. Aldy Wijaya berdasarkan bukti T.V-1,
sehingga dalam hal ini almarhum Mur Hidayat lidak mempunyai hak untuk
mempergunakan tanah-tanah tersebut sebagal lanah miliknya sendir;

Bahwa sehubungan dengan fakta tersebul, dalam Pasal 1320
KUHPerdzta dinyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu
dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan terantu
dan suatu sebab vang tidak terlarang;

Berdasarkan aturan tersebut, apa vang telah perjanjikan oleh
Penggugat KenvensiTergugat Rekonvenst |l dengan almarhum MNur Hidayat,

adalah sesualu yang lerlarang karena telah bertentangan dengan keteniuan

dalam Undang-undang R Nomor 40 tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas

sehingga oleh karenanya kesepakatan yang telan dibuat tersebut adalah
kesapakalan yang tidak sah;

Bahwa oleh karena dasar hak dari Para Penggugatl Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi adalah dari perjanjian yang tidak sah, dan tanah-lanzh
tersebut adalah milik PT. Aldy Wijaya vang telah dijadikan jaminan kepada
Tergugat [V Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Para Pengpugat
KonvensiPara Tergugat Rekovensi tidak dapat menuntut agar Tergugat | dan
Tergugat Il dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar
perjanjian yang telah dilakukannya;

Sahwa dalam hal o, justru Para Penggugat KenvensiPara Tergugat

Rekonvenszi dan almarhum Nur Hidayat serta Tergugat | yang ’f'EﬂEri'l-f_l.'llTE'I‘éI{q}:an

perbuatan mefawan hukum karena fefah memperaniikan ta % ysng"

(] ...-I.I.HI:--Ilr"rl-l'_:_'fI

merupakan hak dari PT. Aldy Wijaya; : ,F;:.{_ i
e

e * 2 *‘ﬁ; &3
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawab pokok

parsengketaan yang ketiga bahwa Para Tergugat lidek terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum atas dasar adanya hak yang timbul dan perjanjian
penyertaan modal tersebut;

Bahwa cleh Para Penggugat KonvensiPara Tergugal dapal
membukfikan sebagian dari dalil-dalil pokoknya dan pokok persengketaan
telah terjawab maka untuk selanjutnya akan diperimbangkan petitum Gugatan
sebagai benkut:

Terhadap petitum angka 1 (satu) yang memahor’ agar Gugatannya
dikabulkan untuk salurubnya, akan dipertimbangkan dalam akhir

pertimbangan karena petitum tersebut terkait dengan seluruh petitum

Gugatan;
Terhadap petitum angka 2 (dua) yang memchon agar dinyatakan sah

dan berharga sita jaminan, oleh karena tidak pemah diletakkan sita jaminan
terhadap objek perkara ini maka petitum tersebut harus ditclak;

Terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memahon agar dinyatakan sah
perfanjian penyertaan modal MNo. 96 tfanggal 27 Oklober 2014 yang
ditandatangi aleh Penggugat |l dan Tergugal | beserta Alm. Nurhidayat,
dihadapan Tergugat Il oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perjanjian
tersabut adatah perjanjizn yang tidak sah maka patilum tersebut harus ditatak;

Terhadap petitum angka 4 (empat) yang memaohon agar menyatakan
perbuatan Para Tergugat yang menjaminkan fisik bangunan abyek sengketa
kepada Tergugat IV dengan bantuan Tergugat |i terhadap bangunan rumah
permanen dan segala sesuatu yang berada dan tumbuh diatasnya pada
sertipikat Hak Milk Mo. 1162/ Boyolangu, Serfipikat Hak Milik No, 1058/
Beoyolangu, Sertipikat Hak Milik Mo, 1118/ Boyolangu, dan Setipikat Hal Milik
No. 1143/ Bayalange, sebagal perbuatan yang melawan hul-:mﬁ%ﬁn bmﬁm n

l"':‘:,,{.l lll\:
gugat,
i [&a
b
'.:Ig
ol
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KonvensiPara Torgugat Rekonvensi adalah didasarkan pada parjanjlan yang
tidak sah dan tanah tersebut memang telah diperjanjikan sabaga: aminan
kredit sebelum terjadinya kesepakatan antara Penggugat Konvensi Konvensi/
Tergugat Rekonvens! || dengan almarhurm Nur Hidayat maka bukti Tergugat
IV KenvensiPenggugat Rekonvens! dan Tergugat 11 tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Terhadap petitum angka 5 {lima) yang memchon agar manghukum
Fara Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat yaifu sebasar Rp.
§40.000.000,00 (delapan ratus empat puluh Juta ruplah), diparimbangkan
sebanai berikut:-

Bahwa walaupun perjanjlan yang telah dibuat oleh Penggugat
KomvensifTergugat Rekonvansi |l edzlah perjanjian vang tkdak sah, namun
dalam hal inl terdapat sejumlah uang yang telah diterima dan belum
dikembalikan oleh almarhum MNur Hidayat dan Tergugat | kepada Para
Penggugat KonvensifPara Terguegal Rekonwensi.

Bahwa uang yang felah diterima dan belum dikembalikan oleh
almarhum Mur Hidayat dan Tergugat | menurut hukum harus lah dikembalikan
kepada Para Penggugat KonvensiiPara Tergugal Rekonvensi karena
perjanjian yang telah dibuat adalah perjanjian yang tidak sah;

Bahwa berdasarkan peristrwa vang telah diakui dan terbukti bahwa
almarhum Mur Hidayal pada awalnya telah menerma, uang dar Para
Panggugat KonvensilPara Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00
(gatu milyar rupizh) dan telah mensrima pengembalian modal 3 (tiga) unit

sertifikat hak milik sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga

masih lersisa Rp700.000.000,00 {tujuh ratus juta rupiah) yang harus
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Bahwa pengembalian keuntungan yang akan didapatkannya, tidak
dapat didasarkan pada perjanjtan yang ielah dibuat, karena perjanjian tersebul

adalah perjanjian yang tidak sah;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian mengenai
ganfi rugi keuntungan yang akan didapatkan cleh Para Pengguaat
KonvensiPara Tergugat Rekonvensi didasarkan pada perhitungan uang
apabila uang tersebut didepositoka "'-. V{.

Bahwa jika vang tﬁut didepositokan pada bank terhilung sejak

—

i uang pembayaran keuntungan tidak dibavarkan lagl kepade Para Penggugst
KonwensiPara Tergugat Rekonvensi yaitu tahun 2015, maka dengan Deposito
awal sebasar RpT00.000.000,00 (tujuh ratus juta rupkah), tenar 1 {salu) bulan,
dengan lama deposito salama 3 (liga) tahun, bunga pertabun 5,5 %, pajak
bunga 20 %. Maka tetal bunga darl uang tarsebut adalah sebesar
Rp123.228.767 97 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan

L ribu tujun ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puiuh {ujuh sen). Total pajak

atas bunga sebesar Rp24.645.752,00 (dua puluh empat juta enam ralus

empat puluh lima ribu tujih Fatus lima puluh dua rupiah). Total bunga setelah

pajak adzlah sebesar Rp708.583.016,97 (tujuh ratus surnbi_ran puluh delapan
juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima belas rupiah sembilan puluh tujuh
sen), maka nilai deposito akhir dar tabungan lersebui adalah sebesar
Rp798.583.015,97 (tujuh ratus sembeilén puluh delapan jutadima ratus delapan
puluh tiga ribu Ema belas rupiah sembian puluh Wjuh sen) yang jika dibulatkan
akan menjad| Rp758.584.000,00 (fujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima
ratus delapen puluh empat rbu rupiah). Dar perhitungan tersebut, maka nilat
ganti rugi yang harus dibayarkan clah Targugat | dan Targu:gal Il! adalah
sebesar Rp%8.584.000,00 (sembilan puluh delapan lima ratu:. ﬁpan “Bulun

empat ribu rupiah);
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum lersebut depal
dikabulkan dengan pengembalian modal dan ganti rugi keuntungan yang
harus dikembalikan oleh Tergugat | sebagai ahli waris dari almarhum MNur
Hidayat kepada Para Penggugat KonvensilPara Tergugat Rekonvensi adalah
sebesar Rp758.584.000,00 {tujuh ratus sembilan pulun delapan juta lima ratus

dalapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tergugat Il dan lil dan [ aleh karena datam Gugaian
digugat terkall dengan adanya pengalihan tanah kepada Tergugat IV
KonvensifPenggugat Rekonvensi yang ternyata telah ditakukan pada tanggal
29 mal 2012, jauh sebelum perganjlan -yang dilakukan oleh Para

R
PenggugatPara Tergugat Rekonvensl, maka pengalinan tersebut adalah sah

—

manurut hukum, sehingga oleh Karenamya para Tergugat selain dari Terguaat

| harus tah dibebaskan darl penggantian ganti rugi tersebut W

e 3
Bahwa techadap petitum angka B {enam) yang memohan agar

menghukum Para Tergugat apabila lidak bisa membayar ganti kerugian, maka
dilakukan eksekusi dan lelang ferhadap harta milik Para Tergugat berupa
rumsh permanen dan segala sesuaty yang berada dan jumbuh diatasnya
dengan serlifikat Nomor 1162/Boyolangu, sertifikat Nomor 1058/Boyolangu,
sartifikat Memor 1118/Boyolangu, dan sertifikal Mamor 1143Boyolangu, yang
kemudian hasilnya diserahkan kepada Para Fenggugat KonvensiPara
Tergugat Rekonvensi, oleh karena terdapat fakta bahwa tanah-tanah tersebut
adalah milik PT. Aldy Wijaya Iz.rang felah diaminkan kepada Tergugat IV
KonvensiPenggugat Rekonvensi dan Para Penggugal KonvensiPara
Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak menggugal PT. Aldy Wijaya

maka petitum tersehut tidak dapat diterima;

Ternadap petitum angka 7 {tujuh) yang memaohon &gaa‘,]?ﬂ'%?ﬁrgg?at
 evadlos | A :-r':.‘-

untuk unduk pada Putusan ini, olsh karena Putusan ini ma%i o !11&!-:

yang berperkara malka petitum tersebut dapat dikabulkan; %{"') ~.".;:-1i.fgv'l \ 'JII

o ALIN-58
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Terhadap pefitum angka & (delapan) yang memohon agar
menyatakan Putusan inl dapat dijzlankan lebih dahulu meskipun ada upaya
hukum selanjutnya (banding, kasasl), Bahwa petitum tfersebut dapat
dikabulkan apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 180 Ayat (1) HIR, sebagai berikut :

- Ada surat otentik atau tulisan bawah tangan yang manurut ungang-

undanrg mempunyal kekuatan buki; .
- Ada Pulesan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai
kekuatan hukum letap;

- Ada gugatan provisienil yang dikabulkan; ‘

- Dalam sengketa mengenai bezitrecht]

Menimbang, bahwa Majelis tidak mepemukan bukti-buldi yang cukup
dari Para Penggugat Kenvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa keriteria
tarsebut terpenuhi dari pembuktian yang dilakukan oleh para Penggugat |
Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dan dapal saja Putusan ini dibatalkan
atau diubah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka petitum tersebut harus
ditolak;

Bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang memaohon agar
memhbebankan seluruh biaya yang timbul datam perkara ini kepada Tergugat
I, 11, 11l dan IV KonvensiPenggugat Rekonvensi, oleh karena terdapat Gugatan
Rekonvens| dalam perkara ini maka pertimbangan terhadap petitum ini akan
dipertimbangkan dalam perfimbangan terhadap Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena lidak seluruh petitum dikabulkan,
maka pelilum angka 1 (saftu) hanya dikabulkan uniuk sebagian dan

selanjutnya perlu dinyatakan menclak Gugatan selain dan selebihinya;

DALAM REKONVENS! f’_f"*a,x
Menimbang, hahwa maksud dan tujusn Gugatan Ftalqu':'i#_ : apj
mengenai luntutan penguasaan Para Pengugat Hanvenai?ﬁ_:alr;_i : t‘:;‘.al:
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Rekonvensi tathadap ke 4 (empal) sedifikal tanah yang dimaksud dalwn

Gugatan Konvensi sebagal penguasaan yang cacat hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugal KenvensiPara Terguga!
Rekonvensi menanggapl Gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa
penguasaan Para Penggugat KonvensifPara Tergugatl Rekonvensi adalah
sah manurut hukum karena dilakuken berdasarkan atas perjanjian kerja sema
yang sakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebul di ales, maka yang
menjad| pokek permasalahan dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah apakah
penguasaan Para Penggugat KonvensiPara Tergugat Reakonvensi terhadap
ke 4 (empat) sertifikat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan {erhadap perkara Konvensi
talah dipercleh fakta bahwa ke & (empat) serlifikat tersebul adalah termasuk
milik dari PT. Aldy Wijaya guna proyek perumahan GARUDA REGENCY yang
sebelumnya telah dijaminkan secald sah kepada Tergugat [V
KonvensiPenggugat Rekorvensi, serta alas hak penguasaan lersebut
didasarkan pada perjanjian yang tidak sah maka berdasarkan hal tersabut,
penguasaan ke 4 (empat] sertifikat yang dilakukan cleh Para Penggugat
KonvensifPara Tergugat Rekonvens! terbukti merupakan penguasaan yang
cacat dan lidak sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugal IV KonvensiPenggugatl Rekonvensi
dapat membuktikan dalidaliinga maka wniuk selanjutnya  akan
dipertimbangkan petitum Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) vang memohon agar
menyatakan Para TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan

Halomon 73 dovl 80 Putusan Nemar 27/P0T,
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tetah dijaminkan sebelumnya oleh PT. Aldy Wijaya kepada Tergugat IV
Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka petitum tersebut dapat dikabulkan;
Bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memchon agar
menyatakan cacat hukum | fidak sah socara hukum terhadap tindakan
penguasann Para TERGUGAT REKONVENS! atas ke-4 serifikal obyek
perkara yailu sertifikat Hak Miiik No. 1162 / Boyolangu, Sertifikat Hak Millk No.
1058 | Boyolangu, Sortifikat Hak Milik No, 1118 / Boyolangy, dan Sertifixal Hak
Milik Me. 1143 1 Boyolangu, oleh karena telah lerbukti baflwa penguasaan
terhadap ke 4 (emgat) sedifikat torsebul didasarkan pada alas hak perfanjian
yang fidak sah dan ke 4 (empat) serifral tersebut lefah dijaminkan
sebelumnya kepada Tergugat IV KonvensiPenggugat Rekonvensi, maka

terbukti bahwa penguasaan tanah lersebut adatah cacal hukum, sahingga

patitum tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa lerhadap pefitum angka 3 (tiga) yang memohon agar
menghukum Para TERGUGAT REKONVENS! untuk menyerahkan ke-4
serifikat chyek perkara tersebul, berdasarkan bukti T.IV-1 dan tidak adanya
bukti pelunasan dari pihak-pihak yang telah membeli tanah tersebut maka
terbulli behwa Tergugst IV KenvensiPenggugat Rekorvensi masi
mempunyai nak terhadap serifikat tersebut atas dasar p&rjaniiian kradit (oukti
T.W-1), sehingga petitumn lersebut dapat dikabulkan agar ke 4 {empal}
sarifikat tarsabut agar dikembalikan kepada Tergugat IV Kenvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Bahwa terhadap pefilum angka 4 (empal) yang memochon agar
menghukum Para TERGUGAT REKONVENS! untuk membayar uang paksa

{dwangsem) astas  keterlambatan pelaksanaan  putusan Inl  sebesar

Rp.5.000.000 (ma juta rupiah) perhari, cleh karena psn?emhmkgm

tersebut hanya dapat dilakukan cleh Para Penggugat ['-‘Inml&ns d g;u

"I F
Rekenvansi, maka guna kepastian hak dari Tergugat IV Kenve B t"“'

i

S I
mmm 74 dar! 80 Putusan Nomor 27/PDT. @ﬁﬂfﬂn@f{ il

Scanned by CamScanner



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Rekanvensi maka petiium tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi nilal
uang paksa fersebut sebesar RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per
harinya;

Bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memchon agar
menyatakan Pulusan ini dapal dijalankan terebih dahulu walaupun ada
perlawansn versel, bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembal,
Bahwa syarat dikabulkannya petitum ini telah diuraikan dalam perfimbangan

perkara Konvensi,
Bahwa oleh karena tidek terdapat cukup bukdi dar Tergugat IV

KonvensiiFenggugat Rekonvensi yang dapat memenuh syarat-syarat dari

Pasal 180 HIR. tersebut, maka patitum inl harus ditolak;
Bahwa terhadap petilum angka 6 (enam) yang qrumnh-:un agar

menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yvang
timbul dari perkara ini, bahwa perfimbangan terhadap petitum ini akan
dipertimbangkan dalam pertimbangan Kanvensi dan Hakpnvunsl:
Bahwa terhadap pelitum angka 7 (tujuh) yang memohon agar
menghukum TURLUT TERGUGAT REKONVENS! untuk patuh ten-'hadaa:l Futusan
ini, oleh karena fidak ada yang disebut oleh Tergugat IV KenvensiPenggugat
Rekonvensi sebagal Turut Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan

Rekonvensinya maka petitum tarsebut harus ditolak;
Bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka periu

dinyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebaglan dan
menolak Gugatan selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvens! dikabulkan, dan

Gugatan Rekenvansi adalah Gugatan yang mengikut pada Gugaﬁéﬁ}’ﬂusr
e L

sarta berdasarkan perimbangan dalam perkara Konvens: men
I
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Pinak yang terukg telah melakikan perbuatan melawan hukum maka segala

blaya yang timbu! dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat |;

‘Mengingat Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata seria
segala ketentuan dan Peraluran-peraturam |ain yang terkait dengan perkara

ing;

MENGADILI:
DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menclak  eksepsi Tergugat | Kornvensi dan Tergugat [V

KonvensiPenggugat Rekanvensi uniuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA,
- Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;

- Menghukum Tergugat [ untuk membayser medal dan kerugian Para
Penggugat KonvensiPara Tergugat Rekonvensi  sebesar
Rp798.584,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus
delapan puluh empat ribu nupiah), dengan rinclan sebagal barikui:

d. Pengembalian modal sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah);
b. Ganti rugi keuntungan yang akan didapatkan sebesar

Rp88.584.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan

puluh empat ribu rupiah);

Kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara

tunai dan seketika:

3. Manghukum Tergugat [, Il, Il dan Tergugat IV KonvensiPenggugat
A
F:.'Ill.'rllr-r-' 1 "."'. k. L
| ﬁu i
;.-‘ﬁgﬁ_:" i
F I W
Ll

Rekanvens! untuk tunduk pada Putusan ink:

4. Menclak Gugatan selain dan selebihnya:

DALAM REKONVENSI;

-
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o —

- Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;

- Menyatakan Para TERGUGAT REKONVENS! telah mefakukan

perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan casat hukum J tidak sah secara hukum terhadap tindakan
penguasaan Para TERGUGAT REKONVENS! atas ke-d serifikat
obyek perkara, sebagaimana divraikan sebagai berikut:

. Sartifilkat Hak Milik Mo, 1162 / Boyolangu, luas 144 m?, atas
riama NUR HIDAYAT, sural ukur No. 00041/Boyolangu/2014,
terletak di Kel, Boyolangu, Kec. Giri, Kab. Banyuwangl, secara
hulum lelah bersds dalem pengusssan fsik dan  berafh
kepemillkannya kepeda MASYITHA NURLETTE.

« Serifikat Hak Milik Ne, 1058 / Boyclangu, luas 156 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No. DIJGEﬂBg:.rulanguIEn:lm.
tariatak di Kel. Boyolangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi, secars
hukum felah berada dslsm penguasaan fisk dan barath
kepamikannya kepada NUR INAYAH.

. Serifikal Hak Millk No. 1118 [ Boyolangu, luas 102 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No, 00042/Boyolangu/2014,
1erletak di Kel, Boyolangu, Hec, Gir, Kab. Banyuwang), secarm
hukum lelah berads dalam penguassan fisk dan  berafh
kepamilkannya kepada DES! NURHAYATI.

» Seriifikat Hak Mililk No. 1143 / Boyolangu, luas 112 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No. 00027/Boyclangui2014,
terletak di Kel. Bovolangu, Kec. Gir, Kab. EEJJMQE, Becara
hukum telah berada dalam penguasaan fisk dan baralin
kepemilikannya kepada PRAYOGI ADINOTO: fﬁﬁ:@{%

o
- Menghukum Para TERGUGAT REKONVEMSI untuk ma‘%g
| '

sertifikat obyek perkara, sebagaimana diuraikan seba '; heﬁ ]
Wy ;.mp-,_!ﬂy L
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Bt el
4l

« Serlificat Hak Millk No. 1162 / Boyolangu, luas 144 m?, atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No, 00041/Boyoiangw/2014,
tarlatak di Kel. Boyolangu, l$ec. Gir, Kab. Banyuwangi, secorm
huttwrn  tefalt berade  dafam  penguassan s den beralt
kepamitkannya kepada MASYITHA NURLETTE.

«  Serfifikal Hak Milk Mo. 1058 / Boyolangu, luas 156 m?, atas
nama MUR HIDAYAT, surat ukur No. 00051/BayolangufZDi13, .
terletak di Kel Boyolangu, Kes, Girl, Kab, Banyuwangi, secas |
fukum telah berada dalem penguesssn fisk dan  barmih
lepermitkannya kepads NUR INAYAH.

« Serfifikal Hak Milik No. 1118 / Boyolangu, luas 102 m?, atas

nama MUR HIDAYAT, surat ukur Mo, 00012/Boyolangu/2014,
terletsk di Kel, Boyolangu, Kec. Giri, Kab. Banyuwangl, DES!
MURMAYATI
. Samtifikat Hak Milk Me. 1143 / Boyolangu, luas 112 m?. atas
nama NUR HIDAYAT, surat ukur No, 00027/Boyolangu/2014,
terletak dl Kel. Boyatangu, Kec, Girl, Kab. Banyuwangi, Secara
hukum felsh berada delem pengussaan fisk den beraih
kespamitkannya kepada PRAYOGI ADINCTO
- Menghukum Para TERGUGAT REKONVENS! untuk membayar uang
paksa (dwangsom) atas kelerlambatan palaksanaan putusan ini
sebesar Rp500.000,00 (ima ratus ribu rupiah) perhar,

- Menalak Gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

g
- Menghukum TERGUGAT | untuk membayar biaya yéng"iﬁ“

perkara ini sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tu;ﬁ '

L A
iy

ribu rupiah)
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oleh  kami
WAHYU  wiDood, sH.mm sebagai  Hakim  Kewus

MUSWANDA
R, S.H., M.H. dan | WAYAN SUARTA, 5H.,MH masing-

mesing sebagaj '
gai Hakim Anggota, Putusan wresbut pada hati senin tanggal

23 okt i
cher 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Haki ihadin
Im Ketua dengan dihadi leh Para Hakim Anggota tersebul. dibantu

aleh H
ARYOND, SH, Panitara Pengganti Pengadilan Meger Banyuwangi

4 i
an tanpa dihadin olah Para Penggugat KonvensiiPara Tergugat Rekonvensi

serta Tergugat I, U, dan |l dan Tergugat IV Kanvensl/Panggugai

Rekanvensi: .
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
Tk TTD
MUSWAMNDAR, 5.H.,, M.H. WAHYU WIDODO, SH..MH
TID

I WAYAN SUARTA, SH.,MH

FPanitera Pengganti,

TTD

HARYONQO, 5.H.

o
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Perincian biaya;

1. Panggilan

2. Materai

3. Redaksi

4, Pendaftaran

5 Proses
Jumiah

rupiah};

Catatan

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Nopember 2017

Salinan / Fowcopy FPutusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 23
Okiober 2017, Namor 27/PAL G201 TPN Byw setelah dicocokan sesual
dengan Putusan aslinya, diberikan atas perminian : Herik Risma Sunara
SH (Kuasa Tergugat IV

Rp1 964 000,00
RpG.000,00;
Rp5.000,00;
Rp30.000,00;
Rp50.000.00

Rp2.075.000,00 (dua juta tujun puluh lima ribu

PANITERA
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